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RINGKASAN

Kesulitan peminjam untuk melunasi pinjaman yang telah diberikan bank menghasilkan kredit macet. Kredit macet merupakan hambatan dalam menjalankan bisnis  perbankan dan mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank dimana salah satu penilaiannya dengan mengukur rasio kredit  menggunakan rasio Non Perfoming Loan (NPL) atau rasio tingkat kredit bermasalah. Bank dalam mengatasi kredit macet melakukan rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), restructuring (penataan kembali) diberikan kepada peminjam yang memiliki kemampuan membayar dan itikad baik dalam melunasi pinjamannya. Pihak perbankan akan melakukan lelang sebagai upaya terakhir dalam mengatasi kredit macet karena prosedurnya yang mudah dan cepat dilaksanakan. Penentuan nilai limit lelang yang dilakukan penaksir belum secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana tidak mengatur mengenai metode yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penjual, ini merupakan celah yang dapat digunakan penjual/ bank dalam melakukan penentuan nilai limit lelang di bawah harga pasar sehingga merugikan penerima pinjaman yang jaminan akan dilelang. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: Asas Keadilan Penentuan Nilai Limit Lelang Oleh Bank Di Bawah Harga Pasar.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah pertama apakah kewenangan bank dalam menentukan nilai limit lelang di bawah harga pasar telah sesuai asas keadilan; kedua apa upaya hukum yang dapat dilakukan debitur jika penentuan nilai limit lelang oleh bank di bawah harga pasar; ketiga apa konsep politik hukum agar dalam menentukan nilai limit lelang oleh bank dilakukan dengan harga pasar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute spproch), pendekatan konseptual (conceptual approch), Pendekatan kasus (case approch) dan pendekatan sejarah (historical approch). Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, untuk mendukung penelitian dilakukan wawancara yang kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Pembahasan dalam tesis ini membahas mengenai kewenangan bank dalam menentukan nilai limit lelang di bawah harga pasar ditinjau dari asas keadilan, upaya hukum yang dapat dilakukan debitur/ peminjam terkait penentuan nilai limit lelang terhadap obyek jaminan di bawah harga pasar, perbandingan putusan pengadilan terkait nilai limit lelang di bawah harga pasar dan konsep politik hukum Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam penentuan nilai limit lelang yang dilakukan oleh bank.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut: (1) penentuan nilai limit lelang yang dilakukan oleh bank di bawah harga pasar tidak mencerminkan asas keadilan, karena metode yang digunakan dalam penentuan nilai limit lelang terhadap aset debitur tidak jelas, sehingga menimbulkan pertentangan. (2) akibat hukum jika penentuan nilai limit lelang oleh bank bertentangan dengan asas keadilan debitur dapat melakukan upaya hukum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. (3) konsep politik hukum dalam menentukan nilai limit lelang oleh bank dilakukan diperlukan aturan yang jelas dan tegas dalam metode yang digunakan dalam menentukan nilai limit lelang. Untuk menegakkan keadilan bagi semua yang terlibat dalam pelaksanaan lelang, terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi yaitu equal before the law, imparsial, dan konsensus.

	Saran yang disampaikan penulis antara lain: (1) Kewenangan bank dalam menenentukan nilai limit lelang belum memperhatikan kepentingan debitur selaku masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu terkait penentuan nilai limit lelang yang dilakukan penaksir diperlukannya aturan yang tegas dan jelas mengenai metode dan rumus yang digunakan dalam menentukan nilai limit. (2) Penentuan nilai limit lelang atas barang jaminan milik debitur dilakukan dengan mengikutsertakan pemilik barang lelang/ debitur karena penetapan nilai limit seharusnya merupakan kesepakatan antara pemohon lelang/ kreditur dan pemilik barang lelang/ debitur kecuali pihak debitur tidak menunjukan itikad baik dan kreditur dapat membuktikannya.(3) Politik hukum penentuan nilai limit lelang yang sesuai dengan harga pasar dilakukan dengan pembaharuan terhadap peraturan lelang dengan berlandaskan keadilan bagi pihak debitur dan segera disahkan Undang-Undang Lelang. 

SUMMARY

The difficulty of debtor to pay off the loan given by the bank would bring to loan problem. The loan problem was an obstacle to run banking business and affect health level of bank where one of valuations was used to measure credit ratio through Non performing loan (NPL) ratio. To handle the credit problem, the bank needed rescheduling, reconditioning, restructuring which given to the debtor who have capability to pay and convincing agreement to pay off the loan. The banking party would hold an auction as the last attempt to handle problem credit since the procedure was easy and quick to hold. The determination of auction limit value from the assessor was not still explicitly regulated in Regulation of Finance Minister 27/PMK.06/2016 on the guideline of auction, this regulation did not regulate about the method which could be accounted for the seller, this was a possibility which could be used by the seller/bank to determine auction limit value below the market price standard, thus, this would inflict the debtor which their assurance would be auctioned. Based on those explanation, the researcher was interested to do a research under the title: “The Justice Principles on Limit Value Determination during Auction Hold by Bank under the Market Price.”
The research questions in this thesis: First, does bank authority to determine limit value during auction below the market price fit to the justice principles?, second, what legal remedies can the debtor take if the bank's determination of the auction limit value is below the market price?, third, what are the concepts of legal politics which can determine the limit value during auction hold by bank within market price? This thesis exerted statue approach, conceptual approach, case approach, and historical approach. The method of this thesis was type of normative juridical research. The legal material was used to examine the problems included to primary legal material, secondary legal material, and non-legal material, to support the research, interviews were conducted which then continued to the analysis on legal material.
The study of this thesis discussed about the bank authority to determine auction limit value under market price in term of justice principle, legal effort which could be performed by debtor regarding to the determination of auction limit value to assurance object under the market price, comparison of sentence concerning to auction limit value under market price, and legal politic concept of Regulation of Financial Ministry 27/PMK.06/2016 about the instruction of auction practice in determination of auction limit value performed by bank. 
The conclusion from this thesis discussion: (1) The determination of auction limit value performed by bank under market price did not reflect the principle of justice, since the method used in determination of auction limit value to debtor asset was unclear, so it could bring to conflict. (2) According to the law, if the determination of auction limit value performed by bank was contradicted to justice principle, the debtor was able to exert legal effort by submitting a lawsuit which against the law. (3) The concept of legal politics to determine auction limit value performed by bank needed clear and distinct rules within the method which was used to determine the auction limit value. To defend the justice for all related parties in the auction practice, there were three elements which must be fulfills as equal before the law, impartial, and consensus. 
The problem was whether the auction cancellation could be performed based on the limit value determination below the market price? Second, what were the legal efforts which could be attempted by the debtor when the auction limit value determination from bank was under the market price? This research was a juridical normative research. Based on the research finding, the researcher drew a conclusion that the determination of auction limit value below the market price could not be a base of auction cancellation on pre-auction stage and auction stage, since the auction cancellation could only be cancelled upon the seller’s request or based on court’s decision or sentence. Furthermore, the debtor who might feel harmed over the auction limit value determination could do some legal efforts to file a lawsuit.
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BAB I
PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang 
Bank dalam memberikan pinjaman kepada peminjam/ debitur memiliki tujuan kredit berupa profitability dan safety. Tujuan profitability adalah mendapatkan keuntungan dari hasil kredit yang telah diberikan kepada peminjam yang berasal dari bunga yang harus dibayarkan nasabah sedangkan tujuan safety adalah pengembalian dana yang telah diberikan sehingga dapat terpenuhi keuntungan yang diinginkan. Hasil keuntungan dapat ditunjukkan dengan kualitas kredit yang baik atau terpenuhinya target dengan mendapatkan nilai angka tertinggi sesuai yang ditetapkan bank.[footnoteRef:2] [2:   A. Chosyali dan T. Sartono, Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah, Law Reform,Vol. 15 , No. 1, 2019, hlm. 101.] 

Pemberian kredit kepada masyarakat yang diberikan oleh bank dapat menimbulkan risiko apabila bank tidak melakukan analisis terlebih dahulu terhadap pihak yang mengajukan pinjaman. Bank melakukan analisis kredit dengan memperhatikan kemampuan calon penerima pinjaman dalam mengembalikan dana yang telah diberikan, agar kredit yang diberikan berkualitas sehingga sejak awal dapat diantisipasi risiko kredit. Kredit merupakan salah satu fungi pokok bank yang paling kritis karena melakukan penanaman dana dalam bentuk aset yang berisiko (risk asset).[footnoteRef:3] Analisis dalam pemberian kredit meskipun telah dilakukan, terdapat ketidakpastian apa yang akan terjadi ke depannya. [3:  Permadi Gandapraja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 3.] 

Pengertian kredit dalam Black’s Law Dictionary adalah “The ability of a business man to borrow money, or obtain goods on time, in consequence of the favourable opinion held by particular lender, as to his solvency and reliability.”[footnoteRef:4] (terjemahan bebas penulis adalah kemampuan seorang pengusaha dalam meminjam uang atau mendapatkan barang secara tepat waktu, berdasarkan pendapat yang menguntungkan dari pemberi pinjaman mengenai kemampuan dan kepercayaan dalam melunasi utang). [4:  The Law Dictionary Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2ndEd https://thelawdictionary.org/credit/ diakses pada tanggal 4 Januari 2020, pukul 08.46 WIB.] 

Kesulitan peminjam untuk melunasi pinjaman yang telah diberikan bank menghasilkan kredit macet. Kredit macet melahirkan kendala dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan dan mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank dimana salah satu penilaiannya dengan mengukur rasio kredit menggunakan rasio Non Perfoming Loan (NPL) atau rasio tingkat kredit bermasalah,[footnoteRef:5] Menurut Julius R. Latumerissa menjelaskan mengenai NPL sebagai berikut:[footnoteRef:6] [5:  A. Chosyali dan Tulus Sartono, Ibid., hlm. 107.]  [6:  Hayanuddin S, Raja S. Martho Hendry dan Desmawaty H., Implementasi NPL Analysis Pada PT. BRI, Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi, Desmawaty Hasibuan, Vol.1, No.2, 2019, hlm. 11.] 


 “NPL merupakan salah satu indikator tingkat kesehatan bank umum. Sebab tingginya NPL menunjukkan ketidakmampuan bank umum dalam proses penilaian sampai dengan pencairan kredit kepada debitur, di sisi lain NPL juga menyebabkan tingginya biaya modal (cost of capital) yang tercermin dari biaya operasional dari bagi bank umum yang bersangkutan. Dengan tingginya biaya modal akan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih dari bank.”

Kelancaran pengembalian pinjaman merupakan keberhasilan usaha bank yang tercermin pada rendahnya tingkat NPL sehingga diperlukan kerja keras bank dalam menekan NPL serendah-rendahnya. Ini sesuai dengan penelitian dari Messai dan Jounini yang mengemukakan “The minimization of non performing loan (NPL) is a necessary condition for improving economic growth”[footnoteRef:7] diterjemahkan bebas oleh penulis adalah meminimalisasi NPL merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. [7:  A.Selma Messai and F. Jouini, Micro and Macro Determinants of Non-performing Loans, International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 3, No. 4, 2013, hlm. 852.] 

Cara bank dalam mengatasi pinjaman bermasalah adalah melalui rescheduling (pengagendaan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), restructuring (penataan kembali) diberikan kepada peminjam yang memiliki kemampuan membayar dan itikad baik dalam melunasi pinjamannya.[footnoteRef:8] Setelah dilakukan upaya oleh bank dalam mengatasi kredit macet tetapi peminjam masih mengalami kegagalan dalam melunasi pinjamannya maka bank malakukan upaya terakhir  dengan menjual agunan/ jaminan.  [8:  Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 61.] 

Bank dalam upayanya untuk memperkecil kerugian jika terjadi ketidakmampuan penerima pinjaman dalam membayar kredit yang telah diberikan, diperlukan adanya jaminan. Jaminan pinjaman memiliki kepentingan yakni memberikan hak dan kekuasaan bagi bank agar pinjaman yang telah diberikan dilunasi jika penerima pinjaman melakukan cidera janji.[footnoteRef:9] Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT) menjelaskan bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui lelang seandainya debitur melakukan cidera janji dan kreditur dapat mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.[footnoteRef:10] Kesimpulan dari jaminan kredit yaitu berfungsi melindungi dan menjamin pemberi kredit, jika penerima pinjaman melakukan cidera janji, bank dapat menerima pengembalian kembali dana kredit yang telah diberikan dari hasil penjualan barang jaminan. [9:   Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001),  hlm. 286.]  [10:  Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.] 

Penjualan jaminan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: (a) Penjualan jaminan/ agunan di bawah tangan, dilakukan terhadap peminjam yang kooperatif, bank memberikan kesempatan untuk menjual agunan/ jaminan secara umum dengan batas waktu yang ditentukan bank. Apabila setelah batas waktu yang ditentukan peminjam belum dapat memenuhi kewajibannya maka bank melakukan penjualan agunan/ jaminan melalui lelang. (b) Penjualan agunan/ jaminan melalui lelang, diharapkan dengan penjualan melalui lelang mampu meyelesaikan kredit macet. Penjualan jaminan melalui lelang banyak dipilih oleh pihak perbankan karena prosedurnya yang mudah dan cepat dilaksanakan. Kreditur dalam hal ini pihak bank diberikan kekuasaan untuk menjual jaminan oleh undang-undang tanpa fiat pengadilan. 
Lelang merupakan salah satu langkah yang dilakukan pihak bank jika penerima pinjaman tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan perjanjian dan telah dilakukan analisis oleh pihak bank bahwa penerima pinjaman tidak mampu lagi untuk membayar utangnya.[footnoteRef:11] Pengertian lelang menurut Kamus Dictionary of Law Complete Edition dari M. Marwan dan  Jimmy  adalah kegiatan penjualan yang dihadiri banyak orang dipimpin pejabat lelang untuk mendapatkan penawar tertinggi sebagai pemenang yang dilakukan baik lisan dan/ atau tertulis.[footnoteRef:12] [11:  E. Maliana P., Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pelelangan Agunan, Premise Law Jurnal, Vol. VII,  2017, hlm. 6.]  [12:  Rachmadi Usman, Hukum Lelang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 20.] 

Penentuan nilai limit sebelum dilaksanakannya proses lelang dilakukan oleh penjual. Nilai limit merupakan bagian terpenting dalam lelang, karena memiliki fungsi sebagai dasar pedoman harga paling kecil dalam proses penawaran lelang yang diajukan peserta lelang.[footnoteRef:13]Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, selanjutnya disebut PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, nilai limit adalah harga yang ditentukan oleh penjual atas barang yang akan dijual dimana harga tersebut adalah harga minimal barang.  [13:  B. Efendi dan C.R.Lestari, Penentuan Nilai Limit oleh Bank Kreditur Berdasarkan Penaksiran oleh Penaksir, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 93.] 

Penjual dalam menetapkan nilai limit berdasarkan penilai dan penaksir. Penilai (appraisal)  diatur pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan Pasal 45 PMK          No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, penilai berasal dari pihak independen dan melakukan penilaian dengan harga limit terendah                Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atas tanah dan/ atau bangunan, penilaian dilakukan atas barang yang akan diikutsertakan pada lelang eksekusi sesuai Pasal 6 UUHT, dan lelang eksekusi atas harta/ aset pailit dengan harga limit terendah        Rp l.000.000.000,- (satu miliar rupiah); atau bank sebagai pihak kreditur yang ikut serta dalam lelang dan menjadi peserta lelang eksekusi Pasal 6 UUHT.[footnoteRef:14] [14:  PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang] 

Penaksir dalam menentukan nilai limit lelang diatur pada Pasal 44 ayat (3) PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah berasal dari pihak penjual yang melaksanakan penaksiran berlandaskan suatu metode yang mampu dipertanggungjawabkan[footnoteRef:15]dan dalam penelitian ini fokus pada penentuan nilai limit yang dilakukan penaksir. Penentuan nilai limit yang dilakukan penaksir di bawah harga pasar yaitu menggunakan nilai limit lelang berdasarkan nilai utang atau dalam penentuan nilai limit lelang dimana harganya terpaut jauh dari harga pasar. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak penerima pinjaman yang barang jaminannya dilelang.  [15:  Ibid.] 

Penentuan nilai limit lelang di bawah harga pasar yang dilakukan penaksir karena terdapat norma yang kabur di dalam Pasal 44 ayat (3) PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana tidak terdapat pengaturan mengenai metode yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penjual dalam menentukan nilai limit lelang. Dasar yang dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap aset debitur tidak jelas. Hal tersebut dijadikan celah oleh penjual/ bank untuk menentukan nilai limit lelang di bawah harga pasar sehingga merugikan debitur yang jaminan akan dilelang.
Pelaksanaan lelang dengan menggunakan nilai limit di bawah harga pasar tidak sesuai dengan asas keadilan yang merupakan salah satu asas dalam lelang dimana harus memenuhi asas keadilan bagi pihak yang yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. John Rawls melalui teori “justice as fairness” dimana asas keadilan menurut John Rawls adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan maksudnya terdapat kebebasan (liberty) dan hak politik dasar yang sama bagi setiap manusia tanpa memandang kelebihan atau kekurang yang dimiliki, dimana kebebasan (liberty) dan hak politik disini tidak boleh dikurangi atau dikompensasikan dengan yang lain. Keadilan dalam ketidaksetaraan maksudnya terhadap individu tersebut berada pada posisi yang tidak beruntung akan mendapatkan keuntungan (benefit) yang lebih dari pada mereka yang beruntung. Keadilan dipilih dalam keadaan tanpa keberpihakan dan memastikan bahwa tidak ada seorangpun diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan[footnoteRef:16]  [16:  John Rawls, A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Uzair F.  & Heru P. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.III, April 2019), hlm. 14-15.] 

Berkenaan dengan adanya Putusan Pengadilan No.4/Pdt.G/2015/PN.Sit dimana pada salah satu pokok sengketa harga limit lelang berbeda jauh dari harga pasaran obyek jaminan yang dilelang, harga limit tersebut hanya sebesar              Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), nilai limit sebelumnya pada pelelangan pertama Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tidak mendapatkan penawaran atau peminat lelang, sedangkan harga pasaran nilai jaminan obyek tanah adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Penentuan nilai limit lelang yang dilakukan di bawah harga pasar oleh Bank sebagai pihak penjual merupakan tindakan yang merugikan debitur dan tidak memenuhi asas-asas dalam pelaksanaan lelang yakni asas keadilan. Asas keadilan  harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional dalam pelaksanaan lelang terutama bagi setiap pihak yang berkepentingan. Penentuan harga limit lelang yang dilakukan sewenang-wenang yang merugikan debitur adalah suatu perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad). 
Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: Asas Keadilan Penentuan Nilai Limit Lelang Oleh Bank             Di Bawah Harga Pasar.



1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, maka dalam penulisan ini difokuskan pada 3 (tiga) permasalahan, yaitu: 
1. Apakah kewenangan bank dalam menentukan nilai limit lelang di bawah harga pasar telah sesuai asas keadilan? 
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan debitur jika penentuan nilai limit lelang oleh bank di bawah harga pasar?
3. Apa konsep politik hukum agar dalam menentukan nilai limit lelang oleh bank dilakukan dengan harga pasar? 
1.3 Tujuan Penelitian
1. Memahami kewenangan bank dalam menentukan nilai limit lelang di bawah harga pasar terkait asas keadilan.
2. Memahami  upaya hukum jika dalam penentuan nilai limit lelang oleh bank di bawah harga pasar
3. Menjelaskan politik hukum agar dalam menentukan nilai limit lelang yang dilakukan oleh bank dilakukan dengan harga pasar.
1.4 Manfaat Penelitian
  Penelitian mengenai asas keadilan penentuan nilai limit lelang oleh bank di bawah harga pasar diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan  manfaat praktis:
1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan informasi serta pemahaman teori dan kepustakaan mengenai asas keadilan penentuan nilai limit lelang oleh bank di bawah harga pasar.
b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam melakukan penelitian lebih lanjut untuk penelitian berikutnya dalam lingkup penentuan nilai limit lelang.


2. Manfaat Praktis
a. Sebagai kontribusi gagasan bagi praktisi hukum dan diharapkan bermanfaat untuk para penyusun kebijakan yang berwenang dalam penyempurnaan perangkat peraturan khususnya yang berkaitan dalam penentuan nilai limit lelang.
b. Sebagai bahan dan masukan bagi masyarakat dan praktisi hukum yang mencari pengetahuan di bidang lelang khususnya penentuan nilai limit lelang oleh bank di bawah harga pasar.
1.5 Originalitas Penelitian
Sebuah karya harus dijaga orisinalitasnya terutama karya akademik yang terdapat penelitian di dalamnya. Penelitian orisinal berarti tidak menjiplak baik sebagian atau seluruhnya dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.[footnoteRef:17] [17:  Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susanti dan Rahmadi Indra Tektona, Penelitian Hukum Doktrinal, (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2019), hlm. 44.] 

Berikut penulis uraikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini: 
1. Penelitian yang berjudul Pembatalan Lelang Karena Pelanggaran Penentuan Nilai Limit yang disusun oleh Benhard Tanuatmaja Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, memiliki 2 (dua) rumusan masalah, yaitu pertama, apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik barang yang dilelang yang nilai limitnya merugikan? kedua apa bentuk perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang dirugikan dengan pembatalan lelang karena adanya pelanggaran prosedur lelang terkait penentuan nilai limit? dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian memiliki kesimpulan upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik barang lelang atas penilaian nilai limit yang merugikan dapat mengajukan pembatalan lelang dengan mengajukan gugatan pembatalan lelang atas perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pembeli atau pemenang lelang yang dirugikan atas pembatalan lelang karena putusan pengadilan status sebagai pembeli harus dicabut maka berhak mendapatkan pengembalian uang/ harga lelang yang telah dibayarkan dan menerima ganti kerugian atas keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila tanah tersebut menjadi miliknya yaitu mendapatkan sejumlah uang atas selisih  harga tanah yang menjadi obyek lelang pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap dan harga tanah pada saat lelang sudah terlaksana. 
2. Tesis dengan judul Analisis Yuridis Pembatalan Lelang Eksekusi Karena Nilai Limit Rendah yang disusun oleh Ria Desmawati Rianto Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, permasalahan yang dianalisis dalam penelitian tersebut yakni apakah tindakan-tindakan penetapan nilai limit rendah pada lelang eksekusi dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan menentukan adanya perbuatan melawan hukum? apakah perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit rendah dapat menjadi dasar pembatalan lelang? penelitian disusun berdasarkan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah penetapan nilai limit yang rendah dalam lelang eksekusi dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan menentukan perbuatan melawan hukum dalam pembatalan lelang dengan pertimbangan terdapat perbuatan yang diatur dalam peraturan kebijakan mengakibatkan kesalahan, kerugian, dan memiliki hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Penjual bekerjasama dengan juru taksir dengan sengaja menimbulkan kerugian terhadap pihak tertentu akibat perbuatannya, sehingga bertentangan dengan kewajaran. Penetapan nilai limit yang rendah merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat menjadi dasar pembatalan lelang. Pasal 1320 jo Pasal 1335 KUH Perdata dalam menentukan nilai limit dapat dilihat ada tidaknya kausa atau sebab yang halal 

Jika dituangkan dalam bentuk tabel, perbandingan orisinalitas penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:


	No
	Nama 
	Judul Thesis
	Metodologi
	Isu Hukum
	Hasil Penelitian

	1. 
	Benhard Tanuatmaja, Universitas Airlangga

	Pembatalan Lelang Karena Pelanggaran Penentuan Nilai Limit
	Yuridis Normatif
	1. Apa upaya debitur mengenai rendahnya nilai limit atas barang miliknya yang dilelang?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pemenang lelang yang dirugikan karena terjadinya pembatalan lelang terkait pelanggaran prosedur lelang  penentuan nilai limit?
	1. Debitur sebagai pemilik barang yang dilelang karena nilai limit rendah dapat mengajukan gugatan pembatalan lelang atas perbuatan melanggar hukum 
2. Pemenang lelang yang dirugikan karena adanya pembatalan lelang karena putusan pengadilan status sebagai pembeli harus dicabut maka berhak mendapatkan pengembalian uang/ harga lelang yang telah dibayarkan dan mendapatkan kompensasi atas pendapatan yang seharusnya didapat jika tanah tersebut menjadi miliknya yaitu mendapatkan sejumlah uang atas selisih  harga tanah yang menjadi obyek lelang pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap dan harga tanah pada saat lelang sudah terlaksana.

	2. 
	Ria Desmawati R.
Univ. Brawijaya
2017
	Analisis Yuridis Pembatalan Lelang Eksekusi Karena Nilai Limit Rendah
	Yuridis Normatif
	1. Apakah dalam penentuan nilai limit rendah pada lelang eksekusi dapat dijadikan dasar adanya perbuatan melawan hukum?
2. Apakah perbuatan melawan hukum dalam penentuan nilai limit rendah dapat menjadi dasar pembatalan lelang
	1. penetapan nilai limit dapat menjadi pedoman pertimbangan yang memutuskan perbuatan melawan hukum dalam pembatalan lelang dengan di dasarkan atas pertimbangan terdapat perbuatan yang menyebabkan kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Penjual bersama dengan yang melakukan penaksiran dengan sengaja menimbulkan kerugian atas perbuatannya. 

2. Perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit yang rendah dapat menjadi dasar pembatalan lelang. Hal ini ditinjau dari ada tidaknya kausa atau sebab yang halal dalam menentukan nilai limit lelang sebagaimana diatur Pasal 1320 jo Pasal 1335 KUHperdata.


1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Tipe Penelitian

Penulisan tesis ini memakai tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisa makna dari peraturan, referensi-referensi yang bersifat konsep teoritis mengenai hukum dalam keserasian dan keselarasan dengan asas-asas dan norma hukum.[footnoteRef:18]Bahan kepustakaan dalam penelitian yuridis normatif digunakan sebagai dasar penelitian dengan menganalisis bahan hukum utama dan sekunder.[footnoteRef:19] Pendekatan penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis dan mendalami asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, kebijakan  hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. [18:  Dyah Ochtorina Susanti, A’an Efendi, Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika 2014), hlm. 53.]  [19:  Aan Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti dan Rahmadi Indra Tektona, Op.cit.,  hlm. 32.] 

1.6.2 Pendekatan Penelitian
Penulis menggunakan 4 (empat) macam pendekatan dalam penulisan tesis ini, yaitu :
1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach).
Pendekatan ini digunakan untuk mendalami peraturan yang berhubungan dengan nilai limit lelang terkait dengan isu hukum mengenai asas keadilan dalam penentuan nilai limit lelang. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendalami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema yang tengah diteliti. Pendekatan perundang-undangan memberikan peluang untuk mempelajari keserasian dan keselarasan antara undang-undang satu dengan yang lain.[footnoteRef:20]Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan isi hukum yang menjadi objek penelitian ini, yaitu penjabaran lebih lanjut mengenai penentuan nilai limit lelang yang dilakukan oleh bank di bawah harga pasar serta akibat hukumnya.  [20:  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.] 

2. Pendekatan Konseptual (conseptual approach) 
Pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis konsep keadilan yang berkaitan penentuan nilai limit lelang di bawah harga pasar. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dapat dijumpai melalui rumusan atas pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.[footnoteRef:21] Pemahaman terhadap pandangan atau doktrin dapat menjadi acuan untuk membangun alasan hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.[footnoteRef:22]   [21:  Ibid., hlm. 178.]  [22:  Ibid., hlm. 135-136.] 

3. Pendekatan Historis (historical approach)
Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan mendalami aturan hukum dari waktu ke waktu yang mengatur mengenai lelang khususnya mengenai penentuan nilai limit lelang. Pendekatan historis di lakukan dalam penelusuran sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan historis digunakan untuk mendapat pemahaman terhadap dasar perubahan dan perkembangan filosofis aturan hukum.[footnoteRef:23] [23: 	 Ibid., hlm. 166.] 

4. Pendekatan Kasus (case approch)
Pendekatan penelitian ini mengkaji beberapa kasus yang dijadikan referensi atas isu hukum. Tujuannya adalah menganalisis penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam suatu kasus bidang hukum dalam praktek hukum yang berkaitan dengan penentuan nilai limit di bawah harga pasar.[footnoteRef:24] [24:  Ibid., hlm. 133.] 

1.6.3 Bahan Hukum
Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Bahan hukum diperlukan untuk menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Tesis ini menggunakan sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.[footnoteRef:25] [25:  Ibid., hlm. 181.] 



1.6.3.1  Bahan Hukum Primer
Semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara dan/atau badan-badan pemerintahan adalah bahan hukum primer.[footnoteRef:26] Sumber bahan hukum primer berasal dari bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.[footnoteRef:27] Sumber bahan hukum primer yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian tesis ini terdiri dari:  [26:  S.Irianto dan Sidharta, Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 68-69.]  [27:  Ibid., hlm. 181.] 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
5. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 4/Pdt.G/2015/PN.Sit.
6. Putusan PengadilanNegeri Surakarta Nomor 198/Pdt.G/2016/PN.Skt.
1.6.3.2  Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder memiliki fungsi penting dalam penelitian hukum. Bahan hukum sekunder bukanlah hukum itu sendiri, tidak memiliki kekuatan mengikat tetapi mendiskusikan atau menganalisis doktrin-doktrin hukum. Bahan hukum sekunder bersumber dari semua publikasi tentang hukum meliputi “buku-buku teks, kamus-kamus hukum, atau jurnal-jurnal hukum.[footnoteRef:28] [28:  Aan Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti dan Rahmadi Indra Tektona, Op.cit., hlm. 75-76.] 



1.6.3.3  Bahan Non Hukum
Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diambil dari media daring, buku-buku di luar ilmu hukum, laporan dari hasil penelitian non hukum, jurnal dari hasil penelitian non hukum sepanjang berhubungan dengan topik dalam penulisan tesis serta wawancara. Seperti dijelaskan dalam Peter Mahmud Marzuki (2017:206) bahwa wawancara dapat dimasukan sebagai bahan non hukum.[footnoteRef:29] [29:  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 206.] 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data
	Untuk mendukung penelitian dilakukan wawancara. Wawancara adalah:[footnoteRef:30] [30:  Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Jakarta: Prenada media Group, 2014), hlm. 372.] 

“Suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (Interviewe) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang oleh sebelumnya.”

	Pelaksanaan wawancara kepada narasumber yaitu Pimpinan Cabang BNI Syariah Sulawesi Makassar Bapak Junaidi Abdillah dan Account Officer Bank Mandiri Syariah KC Jakarta Kedoya Ibu Sri Widianti menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.


1.6.5 Analisis Bahan Hukum
Analisa bahan hukum dilakukan dengan mengolah bahan hukum untuk memaparkan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang telah didapat. Tindakan untuk melakukan penelitian hukum, yaitu : [footnoteRef:31] [31:  Peter Mahmud Marzuki,  Op.cit., hlm. 213.] 

	Pertama, melakukan indentifikasi terhadap fakta hukum dan hasil wawancara kedua, mengumpulkan materi-materi hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian termasuk materi non hukum, ketiga, melakukan analisis terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan kelima memberikan preskripsi berdasarkan alasan yang telah dibangun di dalam kesimpulan.[footnoteRef:32] [32:  Ibid.] 

	Analisis penelitian tesis ini dengan mengolah bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada dan ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis tesis ini bersifat preskriptif yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum dan norma-hukum.[footnoteRef:33] [33:  Ibid.] 









BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asas-Asas dalam Penegakan Keadilan
Asas berasal dari bahasa arab asasun yang memiliki arti dasar, basis, pondasi.[footnoteRef:34] Pengertian asas atau prinsip dalam Bahasa Belanda disebut beginsel atau dalam Bahasa Inggris principle atau Bahasa Latin principium secara leksikal berarti kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan bertindak.[footnoteRef:35] Kata adil berasal dari bahasa Arab al-‘adl yang secara etimologis berarti pertengahan, tidak berat sebelah, tidak memihak, atau seimbang antara satu dengan yang lain.[footnoteRef:36]  [34:  Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan di Indonesia, (Depok: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2005), hlm. 25.]  [35:  Dyah Ochtorina Susanti dan IGN Parikesit Widiatedja, Asas Keadilan Konsep dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Barat (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 2.]  [36:  Wildan Sayuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 56.] 

Keadilan dalam sistem hukum memiliki tujuan akhir yang berhubungan dengan fungsinya sebagai wadah untuk menyalurkan dan memelihara nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat, yang ditumbuhkan dengan perspektif kebenaran merujuk pada keadilan. Terkadang hukum positif tidak memberikan rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga dibutuhkan kompromi agar terwujudnya hukum yang mencerminkan rasa keadilan.[footnoteRef:37] [37:  Dyah Ochtorina Susanti dan IGN Parikesit Widiatedja,Op.cit., hlm. 8.] 

The Liang Gie memberikan makna keadilan dalam hubungan yang lebih luas adalah “fairness” yang mendekati arti kelaikan. Adil memiliki arti layak atau pantas misalnya adagium harga yang sesuai atau upah yang pantas. Ketika faktor penilaian moral lebih ditekankan pada pengertian keadilan dan dilihat lebih tangguh daripada keadilan hukum (legal justice) semata-mata, berkembanglah nilai equity bagi justice. Equity memiliki pengertian yang serupa dengan kewajaran menurut nilai moral.  
Bila ingin seluruh moralitas atau kebijakan sebagai suatu kebulatan tunggal seolah-olah dimasukkan dalam pengertian keadilan, maka maknanya lalu menjadi righteousness yang diterjemahkan berarti sebagai kebenaran yang berdasarkan kebaikan, bukan kebenaran sebagai suatu ilmu. Berdasarkan hal tersebut The Liang Gie memberikan ciri atau sifat adil itu: adil (justice), bersifat hukum (legal), sah menurut hukum (lawful), tidak memihak (impartial), persamaan hak (equal), layak (fair), wajar secara moral (equitable), atau benar secara moral (righteous).
Dalam penegakan keadilan terdapat 3 (tiga) unsur yaitu:[footnoteRef:38] [38:  Dominikus Rato, Personal Communication, 25 Februari 2020.] 

1. Equal before the law
Keadilan yang didasarkan persamaan, tidak berat sebelah, persamaan hak dan kewajiban atas semua orang setara di hadapan hukum. Berlakunya persamaan menurut Scheltema sebagaimana dikutip B. Arief Sidharta karena dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengekslusifkan kelompok atau orang atau tertentu atau membedakan kelompok atau orang tertentu. Asas ini memiliki makna yang terdapat di dalamnya setiap orang diberikan jaminan persamaan di hadapan hukum dan semua warga negara dapat menuntut perlakuan yang sama.[footnoteRef:39] [39:  Sugianto, Ilmu Negara: Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Cet.1, hlm. 75.] 

2. Imparsial
Asas imparsialitas adalah tidak memihak di dalam proses pemeriksaan, jujur, adil, tidak membedakan-bedakan, mendudukan para pihak yang berpekara dalam keadaan setara di hadapan hukum. Asas imparsialitas merupakan salah satu asas di dalam kode etik kehakiman yang harus dipatuhi oleh setiap hakim di Indonesi.[footnoteRef:40] [40:  M. Fahmi, Pelanggaran Asas Imparsialitas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang Dalam Perkara 536/Pid.B/2008/PN.KPG, JOM,Vol. II, No. II, 2015, hlm. 8.] 


3. Konsensus
Keadilan dengan diberi kesempatan untuk melakukan tawar menawar atau negoisasi. Asas keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang adil.[footnoteRef:41] [41:  Komisi Yudisial Republik Indonesia, Problematika Hukum dan Peradilan, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cet. Pertama, Juli 2014, hlm 129.] 

2.2 Lelang dan Ruang Lingkupnya
2.2.1 Pengertian Lelang
Dalam kamus hukum bahasa inggris, lelang adalah “auction: public sale at white goods are sold to the person making the highest bids or offers” yang artinya penjualan yang dilakukan di depan umum atas barang-barang yang dijual kepada pembeli yang melakukan penawaran tertinggi.[footnoteRef:42] [42:  Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Kamus Istilah Hukum Populer, (Jakarta: Kencana, 2016),  hlm. 255.] 

Vendu Reglement (Stbl. Tahun 1908 Nomor 189 diubah dengan Stbl. 1940 Nomor 56) yang masih berlaku saat ini sebagai dasar hukum lelang, menyebutkan: 

“Openbare verkoopingen verstaan veilingen en verkoopingen van zaken, welkein het openbaar bij opbod, afslag of inschrijving worden gehouden, of waarbijaan daartoe genoodigden of tevoren met de veiling of verkooping in kennisgestelde, dan wel tot die veilingen of verkoopingen toegelaten personen gelegenheid wordt gegeven om te bieden, temijnen of in te schrijven.”[footnoteRef:43] [43:  Dyah Sulistyani Ratna Sediati, Peranan Pejabat Lelang Kelas II dalam Pelaksanaan Lelang di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum,  Vol. 39, No. 2, 2010, hlm. 139.] 


Terjemahan:
“Penjualan umum adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang mengikat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.”[footnoteRef:44] [44:  Peraturan Lelang Peraturan Penjualan Di Muka Umum Di Indonesia (Ordonansi 28 Februari 1908, S. 1908-189, berlaku sejak 1 April 1908) (Dg. S. 1940-56 jo. S. 1941-3, Pasal 1 Peraturan ini telah diganti dengan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b).] 


M.Yahya Harahap menyatakan bahwa lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di hadapan umum dengan melakukan penawaran yang semakin tinggi dimana sebelum dilakukan lelang dilakukan pemberitahuan tentang adanya lelang dan diberi kesempatan untuk melakukan penawaran.[footnoteRef:45] [45:  I Made Soewandi, Balai Lelang: Kewenangan Balai Lelang Dalam Penjualan Jaminan Kredit Macet, (Yogyakarta: Yayasan Gloria, 2005), hlm. 65.] 

2.2.2 Sejarah Lelang di Indonesia
Kedatangan Vereenigde Oostindische Compagnie selanjutnya disebut (VOC) merupakan perusahaan Belanda memiliki monopoli atas kegiatan perdagangan di Asia. Pada tahun 1506 VOC melakukan pendaratan di wilayah Banten. Melalui VOC, Indonesia mengenal sistem lelang. Hasil perkebunan dan hasil bumi merupakan komoditas yang dilelang seperti teh dan tembakau dan lelang atas aset yang dimiliki Pejabat Belanda yang pindah.[footnoteRef:46] [46:  Sejarah Lelang di Indonesia, Balai Lelang Harmoni, Auction, Bid and Buy, diakses dari https://www.balailelang.co.id/index.php/sejarah-lelang/sejarah-lelang-di-indonesia, pada tanggal 24 Januari 2020 Pukul 12.34 WIB.] 

Terdapat kesulitan keuangan setelah Napoleon melakukan penyerangan ke Belanda sehingga VOC dibubarkan pada tahun 1798. Kemudian daerah yang menjadi jajahan VOC diserahkan ke Kerajaan Belanda. Para pejabat yang berasal dari orang Belanda dilakukan mutasi dan terdapat permasalahan tentang penjualan atas barang-barang yang dimiliki pejabat yang dimutasi. Sehingga pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan Staatsblad 1908 No 189 tentang Vendu Reglement yang disebut sebagai Undang-Undang Lelang. Tujuan peraturan lelang untuk memperbesar pendapatan dari sektor pajak lelang dan dalam melindungi kepentingan para Pejabat Belanda yang dimutasi dari Belanda untuk melakukan penjualan atas aset-asetnya.[footnoteRef:47] [47:  Ibid.] 

2.2.3 Jenis Lelang
Pasal 5 PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dapat diketahui berbagai jenis lelang, yaitu:[footnoteRef:48] [48:  PMK No.  27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.] 

1. Lelang eksekusi
Adalah lelang untuk menjalankan ketetapan pengadilan, dokumen/ surat lain yang disamakan dengan tersebut, dan/ atau menjalankan kebijakan yang telah diatur.
2. Lelang noneksekusi wajib
Adalah lelang yang dilakukan dalam rangka menjual barang yang harus dijual melalui lelang berdasarkan kebijakan yang telah diatur 
3. Lelang noneksekusi sukarela
Adalah lelang yang dilakukan secara sukarela atas kepemilikan barang  swasta, orang atau badan hukum atau badan usaha.
2.2.4 Fungsi Lelang
Fungsi Lelang dibedakan atas fungsi privat dan fungsi publik adalah:[footnoteRef:49] [49:  S. Mantayborbir, Iman Jauhari, Hukum Lelang Negara di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 9.] 

1. Fungsi privat
Lelang merupakan institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli, maka lelang berfungsi memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang. Fungsi ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan penjualan barang kepada masyarakat/pengusaha yang menginginkan barangnya dilelang, maupun kepada peserta lelang.
2. Fungsi publik:
a. Selain berfungsi mengamankan asset yang dimiliki negara dengan memberikan pelayanan penjualan juga untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi.
b. Pelayanan penjualan barang diberikan dengan cepat, aman tertib dan mewujudkan harga yang wajar;
c. Menghimpun perolehan negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin.
2.2.5 Pihak-pihak dalam Lelang
2.2.5.1  Penjual
Penjual atau pemohon lelang merupakan terjemahan dari istilah owner, sellers atau vendors, yang artinya pemilik barang. Pemohon lelang yang merupakan penjual lelang bisa orang perorangan, badan hukum atau usaha atau instansi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau perjanjian memiliki wewenang  untuk melakukan penjulan barang secara lelang.[footnoteRef:50] [50:  Rachmadi Usman, Op.cit., hlm. 60.] 

2.2.5.2  Pembeli/ Peserta Lelang
Peserta lelang merupakan terjemahan dari istilah attenders, bidders, yang memiliki arti peserta lelang, melakukan penawaran tertinggi, atau pembeli lelang. Perorangan atau Badan Usaha dapat menjadi peserta/pembeli lelang kecuali dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Hakim, Jaksa, Panitera, Pengacara, Pejabat Lelang, Jurusita, Notaris, yang terkait dengan pelaksanaan lelang. Peserta lelang yang ditetapkan sebagai pembeli/ pemenang lelang adalah yang terpenuhinya kondisi sebagai penawar tertinggi dalam melakukan penawaran melebihi atau sesuai dengan harga limit.[footnoteRef:51] [51:  Rachmadi Usman, Op.cit., hlm. 63.] 

2.2.5.3  Pemandu Lelang
Pemandu lelang atau afslager adalah orang yang membantu Pejabat Lelang dalam menawarkan dan memberikan penjelasan mengenai barang yang akan dilelang. Tugas dari pemandu lelang adalah menawarkan barang yang akan dilelang dan dalam memandu lelang menawarkan barang secara dinamis. Pemandu lelang mendapat kuasa dari Pejabat Lelang untuk melakukan penawaran barang tetapi tetap dilakukan pengawasan oleh Pejabat Lelang.[footnoteRef:52] [52:  RPH Whimbo Pitoyo, Srategi Jitu Memenangi Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan, (Jakarta: Visimedia, 2012), hlm. 188.] 

2.2.5.4  Pejabat Lelang
Purnama T. Sianturi menyatakan Pejabat Lelang merupakan Pejabat Umum, karena Pejabat Lelang membuat akta otentik berupa Risalah Lelang yang terpenuhinya unsur akta otentik yang diatur Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata.[footnoteRef:53]Istilah Pejabat Lelang yang merupakan juru lelang terjemahan dari vendumeester atau auctioneer. Pejabat Lelang merupakan orang yang sesuai dengan aturan yang berlaku diberikan kekuasaan melakukan penjualan barang secara lelang.[footnoteRef:54] [53:  Purnama T Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, (Bandung:Mandar Maju,2013), hlm. 125.]  [54:  Pasal 1 angka 14 PMK No.  27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.] 

2.2.6 Asas-asas dalam Lelang
Suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum.[footnoteRef:55] Lelang terkandung  asas-asas di dalamnya. Asas tersebut antara lain asas keterbukaan (transparansi), asas persaingan (competition), asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi dan asas akuntabilitas. Secara normatif asas-asas dalam pelaksanaan lelang tidak tercantum jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat dilihat pada klausul-klausul dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.[footnoteRef:56] [55:  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung:Citra Aditya Bakti: 2012), hlm. 45.]  [56:  Cucuk Hariyadi, Pelaksanaan Lelang Eksekusi Barang Sitaan Dan Rampasan Negara (Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yogyakarta),( Tesis), Semarang:Unissula, 2018), hlm 19.] 

Asas keterbukaan (transparansi), pelaksanaan lelang diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, dari mulai rencana adanya lelang, dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengkuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Maka dari itu pelaksanaan lelang harus diikuti dengan pengumuman lelang. Asas persaingan (competition), dalam proses pelaksanaan lelang setiap peserta lelang penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam mengajukan penawaran harga tertinggi atau setidaknya mencapai dan/atau melampaui nilai limit dari barang yang akan dilelang.[footnoteRef:57] [57:  Rachmadi Usman, Hukum Lelang, Op.cit., hlm. 20.] 

Asas keadilan, dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Makna asas keadilan dalam lelang adalah semua pihak yang memiliki kepentingan dalam lelang diperlakukan secara adil dan dalam penentuan nilai limit lelang oleh penjual tidak boleh ditentukan secara sewenang-wenang terutama dalam pelaksanaan lelang eksekusi. Asas kepastian hukum, dalam proses pelaksanaan lelang harus menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah lelang oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik. Asas efisiensi, berarti pada pelaksanaan lelang dijamin dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga. Asas akuntabilitas, lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan.[footnoteRef:58] [58:  Rachmadi Usman, Hukum Lelang, Op.cit., hlm .25.] 

2.2.7 Pengaturan Lelang 
Peraturan yang menjadi dasar hukum lelang adalah:
1. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Staatsblad 1941:3); adalah dasar hukum  lelang di Indonesia yang merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Ruang lingkupnya terbatas pada penjualan dan objek lelang terbatas pada barang berwujud. Salah satu bentuk ketertinggalan Vendu Reglement adalah tidak terdapat pengaturan lelang dengan menggunakan media internet. Pada saat ini lelang secara elektronik sudah berkembang. Proses lelang tanpa kehadiran calon pembeli sudah biasa diterapkan.[footnoteRef:59] [59:  Muhammad Yasin, RUU Pelelangan, Upaya Mengubah Vendu Reglement Warisan Belanda, 28 Maret 2019, diakses dari https:// www.hukumonline.com/ berita/baca/lt5c9caae 759a30 /ruu-pelelangan--upaya-mengubah-ivendu-reglement-i-warisan- belanda/, pada tanggal 02 Maret 2020  pukul 02.08 WIB.] 

2. Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1930:85); Hal-hal yang diatur dalam Instruksi Lelang ini, meliputi superintenden (pengawas lelang) adalah kepala langsung dari juru lelang, pemegang buku dan kasir yang memberikan perintah-perintah kepada mereka yang dipandang perlu untuk kelancaran pekerjaannya), juru lelang pada umumnya, pemegang buku, campur tangan penguasa, instruksi dan pembantu Inspektur Keuangan dan ketentuan penutup.[footnoteRef:60] [60:  Effendi Perangin, Himpunan Peraturan Lelang, (Jakarta: Esa Study,1979), hlm. 133.] 

3. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kemenkeu. Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak berupa Penerimaan dari Penggantian Biaya Pengumuman Lelang, Pengumuman Pembatalan Lelang, dan Jasa Penilai dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa yang tarifnya ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada media setempat dan biaya jasa penilai yang berlaku.
2.3 Nilai limit dan Ruang Lingkupnya
2.3.1 Nilai Limit
Sebelum lelang dilaksanakan disyaratkan adanya nilai limit lelang, yang menjadi tanggung jawab penjual atau pemilik barang. Nilai limit lelang adalah harga minimal yang ditentukan atas barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual atau pemilik barang yang diatur dalam Pasal 44 PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. [footnoteRef:61] [61:  Lihat Pasal 44PMK No.27/PMK.06/ 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.] 

2.3.2 Nilai Pasar
Pengertian nilai pasar adalah hasil penilaian agunan yang berasal dari situasi harga pasar/ nilai wajar berdasarkan penilaian dari tim penilai bank atapun tim penilai independen.[footnoteRef:62] Nilai pasar adalah harga barang atau jasa yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar (market value).[footnoteRef:63]  [62: Ahmad I. S., Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 632.]  [63:  Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, Edisi Pertama, (Depok: Kencana, 2017), hlm 1045] 

Pengertian lain dari nilai pasar perkiraan besaran uang yang dapat diterima dari hasil pertukaran aset sesuai tanggal penilaian, antara penjual dan pembeli yang berminat melakukan transaksi jual beli, dalam suatu transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana masing-masing pihak bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian tanpa paksaan.[footnoteRef:64] [64:  Imron R., Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah, (Depok:Kencana, 2017), hlm 123.] 

2.3.3 Nilai Likuidasi
Nilai likuidasi adalah nilai suatu properti pada pasar terbuka, biasanya dalam keadaan terpaksa dijual dalam batas waktu yang ditentukan.[footnoteRef:65] Pengertian likuidasi (Liquidation Value) menurut Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VI – 2015 nilai pasar adalah besaran uang yang mungkin diterima atas penjualan aset dalam jangka waktu singkat agar dapat terpenuhinya pemasaran.[footnoteRef:66] Kecilnya nilai likuidasi dikarenakan besarnya biaya eksekusi atas objek jaminan (kuasa hukum, pajak lelang, biaya iklan dan biaya administrasi serta pengawasan). Rujukan kisaran besaran diskon yang dianggap wajar menurut SPI, sebagai contoh untuk kategori properti bersifat umum yaitu:[footnoteRef:67]  [65:  Ibid.]  [66:  Penentuan penilaian Objek Jaminan Kredit atas pelaksanaan Eksekusi Lelang, 3 April 2019,  diakses dari http://penilai.co.id/kamus-penilai/, pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 06.08 WIB.]  [67:  Kamus Penilai, diakses dari https://alinoto.id/penentuan-penilaian-objek-jaminan-kredit-atas-pelaksanaan-eksekusi-lelang/, pada tanggal 12 Oktober 2020, pukul 06.10 WIB.] 

· Untuk lokasi, jenis/tipe, dan fungsi yang banyak diminati investor atau pasarnya relatif bagus, dengan perkiraan waktu ekspos 3 – 6 bulan dapat terkoreksi sebesar 10% – 20%. 
· Untuk lokasi, jenis/tipe, dan fungsi pada kondisi pasarnya normal, diminati investor tetapi tidak secara berlebihan, perlu pemasaran yang cukup untuk menjualnya, dengan perkiraan waktu ekspos 6 – 9 bulan dapat terkoreksi sebesar 20% – 40%.
· Untuk lokasi, jenis/tipe, dan fungsi pada kondisi pasarnya tidak normal atau relatif tidak menarik investor, perlu pemasaran dengan waktu yang lebih panjang, dengan perkiraan waktu ekspos lebih dari 9 (sembilan) bulan, dapat terkoreksi sebesar 40%.
2.4 Harga
Menurut D. Saladin harga adalah sejumlah uang yang dijadikan alat tukar untuk mendapatkan barang atau jasa.[footnoteRef:68] Harga menurut Husain Umar  adalah sejumlah nilai yang dijadikan alat tukar oleh konsumen diambil kegunaannya untuk memperoleh barang atau jasa yang nilainya ditetapkan melalui proses tawar menawar, atau ditetapkan oleh penjual terhadap semua pembeli berdasarkan satu harga.[footnoteRef:69] [68:  Didin F. dan Anang F., Pemasaran Jasa Strategi Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 184.]  [69:  Husein U., Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2004), hlm.32.] 

2.4.1 Harga pasar
Harga transaksi barang dan jasa yang dibayar berdasarkan kesepakatan antara para pihak di pasar bersangkutan.[footnoteRef:70] Penggunaan harga pasar atau harga pasaran digunakan untuk menentukan harga suatu barang,  harga pasar disebut juga harga umum dan menjadi dasar bagi penjual-penjual yang ada di pasar.[footnoteRef:71] [70:  Fauzan dan Baharuddin Siagian, Op.cit.,  hlm. 325.]  [71: Anang Firmansyah, Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 193.] 

2.5 Bank dan Ruang Lingkupnya
2.5.1 Pengertian Bank
Kata Bank berasal dari bahasa Italia yaitu bonco yang memiliki arti bangku atau meja. Sejarah bank meja digunakan sebagai tempat menukar uang. Berdasarkan hal tersebut bank pertama kalinya adalah tempat penukaran uang. Selanjutnya bank memiliki fungsi bergeser menyediakan jasa penyimpanan uang emas dan perak untuk menghindari pencurian yang dikelola oleh pandai emas (goldsmith). Sebagai bukti orang tersebut telah menitipkan uang diberikan goldsmith notes. Goldsmith notes dapat disamakan dengan uang giral saat ini. Dengan lembar kertas tersebut transaksi jual beli emas dapat dengan mudah dilakukan dengan goldsmith.[footnoteRef:72] [72:  Alam S, Ekonomi jilid 1, (Jakarta: Esis, 2006), hlm. 275] 

Prof. G.M. Verryn Stuart memberikan pengertian bank adalah badan usaha yang memiliki tujuan memberikan kredit, baik menggunakan uang sendiri maupun uang yang berasal dari pinjaman dari orang lain dan mengedarkan alat penukar berupa uang kertas dan uang giral.[footnoteRef:73]  [73:  Ibid.] 

2.5.2 Tugas Bank Umum
Bank umum secara umum melakukan dua hal kegiatan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga funding dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau disebut juga lending. Penjelasan tentang kegiatan bank tersebut dapat dijumpai pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.[footnoteRef:74] [74:  Bunyi Pasalnya yaitu: “bank adalah badan usaha yang kegiatannya  melakukan penghimpunan sejumlah dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.”] 

2.5.3 Peran Bank dalam Lelang
Bank dalam lelang berperan untuk menentukan nilai limit lelang, terdapat dua pihak yang membantu dalam penentuan nilai limit yaitu penilai dan penaksir. Penilai berasal dari independen sedangkan penaksir berasal dari penjual. Penentuan nilai limit berdasarkan hasil penilaian dari penilai diatur pada Pasal 45 PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,[footnoteRef:75]sedangkan penentuan nilai limit berdasarkan penaksiran dari penaksir dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. [75:  Bunyi Pasalnya yaitu: “Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan hasil penilaian dari Penilai dalam hal: a. Lelang Noneksekusi Sukarela atas Barang dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan dengan Nilai Limit paling sedikit Rp l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);         b. Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau c.Bank kreditor akan ikut serta menjadi peserta Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT atau Lelang Eksekusi Fiducia.”] 

2.6 Teori Keadilan
John Rawls  mengembangkan  gagasan  mengenai asas keadilan yang dikenal dengan “posisi asali” (original position) dan “selubung  ketidaktahuan”  (veil  of  ignorance). Dalam konsep tersebut memposisikan  pada keadaan  yang  sama dan sejajar antara  setiap orang  di dalam masyarakat kemudian tidak terdapatnya pihak yang   memiliki  kedudukan lebih  tinggi  antara  satu  dengan yang  lainnya,  seperti  misalnya  status  sosial dalam masyarakat,  tingkat kepintaran, kemampuan, kekuatan, dll. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara sejajar. Hal tersebut dinamakan sebagai “posisi asali” yang bersandar pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rationality, freedom, dan equality untuk  mengatur  struktur  dasar  masyarakat. Gagasan “selubung ketidaktahuan” diartikan  Rawls bahwa setiap orang diarahkan pada terhalangnya informasi atas keadaan pribadinya, termasuk terhadap kedudukan sosial dan doktrin tertentu, sehingga menjadikannya awam terhadap konsep atau  pengetahuan  tentang  keadilan  yang  tengah  berkembang.[footnoteRef:76]  [76:  Pan Mohammad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, 2009, hlm. 140-141.] 

Rawls  menyebut  teorinya  tersebut  sebagai  “justice  as fairness”.  para  pihak  di  dalam  “posisi  asali” masing-masing  akan  menggunakan dua  asas keadilan  utama. Pertama,  semua orang  mempunyai hak  yang  sama  atas  kebebasan-kebebasan  dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang  Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) dapat diperoleh memberikan keuntungan bagi semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan-jabatan dan kedudukan harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil. [footnoteRef:77]  [77:  John Rawls, Op.cit., hlm. 72.] 

Terdapat 2 (dua) asas keadilan menurut John Rawls:[footnoteRef:78] [78:  John Rawls, Op.cit., hlm. 124.] 

1. Asas kebebasan yang sama sebesar-besarnya “principle of greatest equal liberty”. Berdasarkan asas ini semua orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat dan tidak menghambat orang untuk mencari keuntungan secara pribadi sekiranya menguntungkan semua pihak. Kebebasan yang sama diatur agar tidak saling berbenturan dengan kebebasan yang wajib dimiliki seseorang sehingga asas keseimbangan antara hak dan kewajiban yang cocok atau sesuai dengan asas keadilan,[footnoteRef:79] seperti  misalnya kebebasan dalam berpolitik “political  of  liberty” (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik), kebebasan mengutarakan pendapat dan mengemukakan ekspresi  (freedom  of  speech and  expression),  kebebasan dalam memeluk agama (freedom of religion) dan hak untuk mempertahankan hak milik pribadi.[footnoteRef:80]  [79:  Dominikus Rato, Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum), (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017), Cet. IV, hlm. 86.]  [80:  John Rawls, Op.cit., hlm. 73.] 

2. Asas kedua terdiri dari dua bagian yaitu asas perbedaan “the difference principle” dan asas persamaan “the principle of fair equality of opportunity”. Asas perbedaan  bermula dari asas ketidaksamaan  yang  dibolehkan melalui kebijaksanaan terkendali sekiranya  menguntungkan  kelompok  masyarakat yang lemah. Sementara  itu  asas  persamaan  kesempatan  yang terdapat tidak  hanya  membutuhkan  asas  kualitas  kepabilitas semata,  tetapi juga  adanya  dasar keinginan  dan  kebutuhan  dari kualitas  tersebut. Sehingga  dapat diartikan,  ketidaksamaan  kesempatan  akibat  adanya  perbedaan kualitas  kemampuan, kemauan,  dan kebutuhan  dapat dipandang sebagai suatu nilai yang  adil.[footnoteRef:81] Asas kedua ini berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang dan posisi otoritas harus dapat diakses oleh semua orang. Penerapan asas ini membuat posisi-posisi terbuka bagi semua orang, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sehingga semua orang diuntungkan.[footnoteRef:82] [81:  Dominikus Rato Op.cit., hlm. 87.]  [82:  John Rawls, Op.cit., hlm. 73.] 
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BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Kewenangan Bank Menentukan Nilai Limit Lelang di Bawah Harga Pasar Ditinjau dari Asas Keadilan
4.1.1   Prosedur Pelaksanaan Lelang Ekseskusi

Gambar 4.1 Prosedur pelaksanaan lelang eksekusi
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Sumber: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/kpknl-bekasi
Berikut penjelasan mengenai bagan alir/ flowchart  prosedur pelaksanan lelang eksekusi:
1. Tahap persiapan lelang
a. Permohonan lelang
Penjual atau pemilik barang yang ingin melakukan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selanjutnya disebut KPKNL mengajukan surat permohonan lelang kepada kepala KPKNL.
b. Pemeriksaan berkas
KPKNL melakukan verifikasi dokumen persyaratan lelang, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon lelang untuk dilengkapi. Dokumen persyaratan yang telah lengkap dilanjutkan dengan membuat surat penetapan lelang.
c. Penetapan jadwal pelaksanaan lelang
KPKNL menentukan waktu pelaksanaan lelang.
d. Pengumuman lelang
Penjual melakukan pengumuman lelang dan menyerahkan bukti pengumuman kepada KPKNL. Pengumuman lelang dilakukan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.
e. Uang jaminan
Calon peserta lelang harus menyetor uang jaminan penawaran lelang sebelum pelaksanaan lelang.
2. Tahap pelaksanaan lelang
a. Pembatalan lelang:
1) Pembatalan sebelum lelang dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan.
2) Pembatalan setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh pejabat lelang dalam hal force majeur atau gangguan teknis yang tidak dapat dapat ditanggulangi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
b. Penawaran lelang 
Peserta lelang yang melakukan penawaran paling tinggi baik telah mencapai atau melampaui nilai limit ditetapkan sebagai pemenang lelang.
c. Lelang tidak ada peminat
Lelang ulang dilakukan untuk mengulang lelang atas pelaksanaan lelang yang tidak ada peminat. 
d. Lelang yang ditahan
Lelang ditahan dikarenakan pembeli melakukan wanprestasi.
3. Tahap Pembayaran
Pembeli wajib melunasi sisa harga lelang dan bea lelang sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Pada Kementerian Keuangan yang dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pembeli juga harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
4. Penyerahan dokumen penyerahan barang
Setelah pembeli melunasi kewajiban pembayaran, KPKNL menyerahkan risalah lelang. Risalah lelang terdiri dari salinan risalah lelang, kutipan risalah lelang dan minuta risalah lelang. Sesudah dikeluarkan kutipan risalah lelang, pembeli dapat mengambil dokumen kepemilikan yang ada pada kreditur untuk proses perlalihan hak atas tanah pada BPN. Peralihan hak atas tanah obyek hak tanggungan yang dilelang menjadi tanggung jawab pembeli. 
Bank sebelum mengajukan permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selanjutnya disebut KPKNL terlebih dahulu memberikan peringatan secara patut kepada peminjam/ debitur yang mengalami kredit macet yang dibuktikan dengan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Surat peringatan tersebut dilampirkan pada saat pengajuan permohonan lelang. Setelah dilakukan peringatan dan tidak ada itikad baik dari peminjam/ debitur untuk memenuhi kewajibannya serta tidak ada alasan yang dapat dijadikan pertimbangan (misalkan keadaan overmacht) maka debitur tersebut dinyatakan wanprestasi.[footnoteRef:83] Kredit yang dijaminkan dengan hak tanggungan, eksekusi dilakukan sesuai Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Tanggungan, “apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama dapat menjual obyek hak tanggungan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6. ”Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996  tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah merupakan parate eksekusi.[footnoteRef:84]  [83:  Detami P., Gugatan dalam Pelaksanaan Lelang Hal Tanggungan oleh KPKNL, diakses dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda/baca-artikel/12786/Gugatan-dalam-Pelaksanaan-Lelang-Hak-Tanggungan-oleh-KPKNL.html, pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 20.00 WIB.]  [84:  A.Citra Lavinia, Agus N.,  Pelaksanaan Lelang Eksekusi Obyek Hak Tanggungan dengan Perantaraan Balai Lelang Swasta, NOTARIUS, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 525.] 

Parate eksekusi adalah hak kreditur untuk melaksanakan perikatan bila diketahui debitur melakukan wanprestasi secara langsung tanpa adanya vonis Pengadilan. Eksekusi dilakukan melalui pelelangan umum. Penjualan obyek hak tanggungan yang dilakukan melalui lelang tidak membutuhkan fiat eksekusi dari pengadilan. Pelaksanaan lelang obyek hak tanggungan wajib dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I. Lelang eksekusi obyek hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996  tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dapat dilakukan langsung melalui KPKNL. 
Eksekusi hak tanggungan yang dilakukan dengan cara lelang oleh bank/ kreditur melalui KPKNL telah sesuai dengan keadilan dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan melalui lelang tersebut tidak hanya persoalan ketaatan terhadap aturan hukum dan agar tertata dengan baik tetapi harus memberikan keadilan bagi masyarakat. John Rawls memberikan gagasan mengenai keadilan:[footnoteRef:85] [85:  John Rawls, A Theory Of Justice Original Edition John Rawls, (Massachusetts London, England: The Belknap Press Of Harvard University Press Cambridge, 1921), hlm. 3.] 


“Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected orrevised ifit is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust.”

Diterjemahan bebas oleh penulis: Keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial, seperti kebenaran dalam sistem pikiran. Sebuah teori yang bagus betapapun anggun/ elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli seberapa efisien dan tertata dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. 
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4.1.2 Penentuan Nilai Limit Lelang oleh Bank
Sebelum dilaksanakan lelang, diperlukan nilai limit atas barang yang dilelang. Nilai limit merupakan syarat penjualan lelang, sebagaimana dinyatakan Pasal 21 Vendu Reglement Staatsblaad tahun 1908 Nomor 189 bahwa syarat-syarat penjualan ditentukan oleh penjual. Syarat tersebut antara lain ketetuan Pasal 43 PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.[footnoteRef:86] Nilai limit lelang ditentukan oleh penjual. Nilai limit tersebut dijadikan panduan bagi pejabat lelang untuk menentukan peminat lelang yang melakukan penawaran lelang dengan harga tertinggi dan mencapai atau melampaui nilai limit.  [86:  Bunyi Pasalnya yaitu:” Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai Limit.”] 

Penentuan nilai limit lelang harus ditentukan dengan realistis dan objektif dimana dari segi harga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah sehingga harga tersebut tidak merugikan pihak debitur dan dapat melunasi pinjaman yang harus dibayarkan kepada pihak bank.[footnoteRef:87] Tujuan penentuan nilai limit sebagai patokan nilai minimal pada penjualan lelang untuk penetapan batas harga terendah yang dapat disetujui dan dibenarkan penjual lelang. Apabila semua peserta lelang dalam pengajuan penawaran harga kurang dari limit yang ditentukan, lelang yang dilakukan belum terpenuhi patokan nilai minimal sehingga lelang belum terlaksana sesuai dengan nilai limit yang disyaratkan.[footnoteRef:88] [87:  M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), edisi kedua, hlm. 131.]  [88:  M. Yahya Harahap, Op.cit., hlm. 147.] 

Terdapat dua pihak yang menentukan nilai limit lelang, yaitu penilai dan penaksir. Penilai berasal dari pihak independen sesuai kompetensi/ keahlian professional dan penaksiran oleh Penaksir/ Tim Penaksir berasal dari internal penjual/ pegawai internal bank.[footnoteRef:89] Pasal 45 PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang hanya mengatur secara tegas penilaian yang dilakukan oleh Penilai,[footnoteRef:90]sedangkan penentuan nilai limit yang dilakukan Penaksir tidak disebutkan secara tegas. Penaksiran yang dilakukan Penaksir dilakukan selain pada ketentuan Pasal 45 PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yaitu terhadap lelang yang tidak diikuti oleh bank kreditur serta nilai limit obyek hak tanggungan di bawah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).[footnoteRef:91]  [89:  R.D.Rianto, Prija D., S.Hamidah, Kajian Yuridis Pembatalan Lelang Eksekusi Karena Nilai Limit Rendah, hlm. 16.]  [90:  Bunyi Pasalnya yaitu: “Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan hasil penilaian dari Penilai dalam hal: a. Lelang Noneksekusi Sukarela atas Barang berupa tanah dan/a tau bangunan dengan Nilai Limit paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); b. Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); a tau c. bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT atau Lelang Eksekusi Fiducia.”]  [91:  PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.] 

Bank sebagai Penaksir memiliki kewenangan menentukan nilai limit sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang “Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual.” Bank memiliki alasan untuk menentukan nilai limit lelang di bawah harga pasar diantaranya agar tanah yang menjadi agunan cepat laku terjual sehingga debitur dapat segera melunasi utangnya,[footnoteRef:92] agar tidak terjadi lelang yang berulang yang menghabiskan banyak waktu dan lain sebagainya. Bank dapat menentukan nilai limit di bawah harga pasar karena terdapat norma yang kabur di dalam Pasal 44 ayat (3) PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana tidak terdapat pengaturan mengenai metode yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penjual dalam menentukan nilai limit lelang, ketidakjelasan dasar yang dipakai untuk melakukan penaksiran sehingga akhirnya menimbulkan pertentangan yang dianggap merugikan debitur. Bank sebagai kreditur dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan keadilan dan itikad baik terhadap penentuan nilai limit yang dilakukan di bawah harga pasar. [92:  M.P. Chairany, Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Pelaksanaan Lelang 
Jaminan Hak Tanggungan Dibawah Harga Wajar, Yogyakarta: FH UII 2018, hlm 92.] 

Ketidakjelasan norma tersebut dapat dijumpai pada metode yang digunakan penaksir dalam menentukan nilai limit lelang tidak diatur secara tegas. Pasal 44 ayat (3) PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang hanya menjelaskan bahwa Penaksir adalah pihak yang berasal dari penjual dan melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.[footnoteRef:93] Berbeda dengan Penilai yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (Pasal 1 angka 2 PMK No.101/PMK.01/2014 tentang Jasa Penilai Publik).[footnoteRef:94] Tidak terdapatnya aturan yang mengatur metode yang digunakan dalam menentukan nilai limit yang dilakukan Penaksir, dijadikan celah oleh bank untuk menentukan nilai limit lelang di bawah harga pasar, karena dengan harga lelang murah, bank dengan mudah mendapatkan penawaran sehingga utang debitur/ peminjam segera terlunaskan. Nilai limit lelang yang ditentukan oleh Penaksir di bawah harga pasar sangat merugikan pihak debitur. [93:  Basri Efendi dan Chadijah Rizki Lestari, Penentuan Nilai Limit Oleh Bank Kreditur Berdasarkan Penaksiran Oleh Penaksir, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 1, (April, 2018), hlm. 94.]  [94: Andrian Febrianto, Bila Objek Lelang Di Bawah Nilai Limit, 09 April 2020 di akses darihttps://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52345b20dd9f9/bila-objek-jaminan-dilelang-di-bawah-nilai-limit/, pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 01.22.WIB.] 

4.1.2.1  Penentuan Nilai Limit Lelang di BNI Syariah[footnoteRef:95] [95:  Junaidi Abdillah, wawancara dengan Pimpinan Cabang, BNI Syariah KC Sulawesi Makassar, 23 Desember 2020. ] 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi Abdillah Pimpinan Cabang BNI Syariah Kantor Cabang Sulawesi Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut: pada akad perjanjian kredit terdapat klausula jika nasabah wanprestasi akan dilakukan arbitrase dan upaya lainnya yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lelang sendiri tidak terdapat dalam klausula perjanjian kredit tetapi lelang merupakan bagian dari penyelesaian nasabah wanprestasi yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan. 
Sebelum lelang dilaksanakan terhadap nasabah wanprestasi pihak bank melakukan maintenence kepada nasabah dengan mengingatkan kewajiban nasabah untuk membayar angsuran pinjaman. Maintenence dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi nasabah, sehingga dapat diketahui kondisi terkini dari nasabah, misal ketika covid sekarang, nasabah mengalami penurunan penghasilan, maka terdapat pilihan untuk merestrukturisasi pembiayaannya.
Penentuan nilai limit lelang dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan lelang, nasabah yang agunannya dilelang dikarenakan wanprestasi, terhadap agunannya dilakukan penilaian ulang oleh appraisal. Penilaian ulang oleh appraisal terhadap agunan yang akan dilelang dilakukan karena nilai agunan dapat berubah, dapat menjadi lebih tinggi ataupun menjadi lebih rendah, misal karena pembangunan jalan bebas hambatan nilai agunan menjadi tinggi atau karena terjadi banjir disuatu wilayah nilai agunan menjadi turun. Penilaian nilai agunan yang akan  dilelang di BNI Syariah dilakukan oleh appraisal independen yang merupakan rekanan yang sudah memiliki perjanjian kerjasama dengan BNI Syariah.
Setelah mendapatkan angka nilai pasar dan nilai likuidasi dari appraisal independen, maka pihak BNI Syariah akan menentukan nilai limit lelang. Penentuan nilai limit pada lelang pertama dilakukan berdasarkan nilai pasar, apabila lelang pertama tidak ada peminat dilakukan lelang kedua berdasarkan nilai hak tanggungan/ nilai likuidasi, dan apabila lelang kedua tidak ada peminat maka dilakukan lelang ketiga berdasarkan nilai likuidasi. 
4.1.2.2  Penentuan Nilai Limit Lelang di Bank Syariah Mandiri[footnoteRef:96] [96:  Sri Widianti, wawancara dengan account officer, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Kedoya, 21 Desember 2020.] 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Widianti dari Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Jakarta Kedoya, dapat disimpulkan sebagai berikut: pada akad kredit, terdapat klausula jika nasabah wansprestasi bank berhak menjual atau mengalihkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lelang tidak secara tegas tertulis sebagai upaya penyelesaiaan nasabah yang melakukan wanprestasi.
Nasabah yang wanprestasi sebelum agunannya dilelang dilakukan musyawarah terlebih dahulu, dan nasabah yang terdampak covid-19 dapat mengajukan Permohonan Penjadwalan Ulang/ Restrukturisasi Fasilitas Kredit Mandiri Terdampak COVID-19 dan apabila nasabah sudah tidak mampu membayar pinjaman akan diberikan kesempatan untuk menjual agunannya secara sukarela dan diberi tanggal penyelesaian yang telah ditentukan. Jika melewati tanggal yang telah ditentukan, maka agunan milik nasabah akan dilelang. 
Penilaian nilai agunan yang akan dilelang dilakukan oleh appraisal yang berasal dari internal Bank Syariah Mandiri maupun yang berasal dari luar atau KJPP yang sudah bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri. Penentuan nilai limit ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri sesuai penilaian appraisal, berdasarkan nilai pasar, nilai hak tanggungan, atau nilai likuidasi
Pelaksanaan lelang di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, meskipun di dalam PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak diatur mengenai metode penentuan nilai limit lelang yang dapat dipertanggungjawabkan menggunakan nilai pasar, kedua bank baik BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri terlebih dahulu menggunakan nilai pasar untuk menentukan nilai limit lelang. 
Metode yang tidak jelas dalam menentukan nilai limit lelang menguntungkan pihak bank sebagai kreditur. Bank dapat sewenang-wenang menentukan nilai limit di bawah harga pasar sehingga merugikan debitur sebagai pihak yang kurang beruntung. Kondisi tersebut bertentangan dengan Teori Keadilan dari John Rawls dimana keadilan terdapat dua asas yaitu pertama: “Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all.”[footnoteRef:97]Terjemahan bebas penulis: setiap orang berhak mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama untuk setiap orang. Asas ini dikenal dengan asas kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), serta kebebasan beragama (freedom of religion).[footnoteRef:98]  [97:  John Rawls, Op.cit., hlm. 302.]  [98:  John Rawls, Op.cit., hlm 73.] 

Asas kedua adalah:

“Social and economic inequalities are to be arranged so  that they are both: (a) to the greatest benefit to the least-advantaged, consistent with the just savings principle and, (b) attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.”[footnoteRef:99]  [99:  John Rawls, Op.cit., hlm. 73.] 


Terjemahan bebas penulis, kesenjangan sosial dan ekonomi harus diatur, sehingga keduanya: (a) memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil. Asas yang kedua bagian (a) disebut dengan asas perbedaan (difference principle) dan pada bagian (b) dinamakan dengan asas persamaan kesempatan (equal opportunity principle).
Esensi dari the difference principle, adalah bahwa kesenjangan atas perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. The differnce principle mencegah timbulnya ketidakadilan, kelompok yang kurang beruntung akan mendapatkan peningkatan taraf hidup tanpa merugikan kelompok lain yang berada dalam posisi lebih baik. Debitur dengan latar belakang ekonomi kurang beruntung maka seharusnya lebih diperlakukan dengan perlindungan khusus. Sementara itu, the principle of fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah[footnoteRef:100] [100:  Lilik Haryadi dan Suteki, Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim Dalam Perkara Lanjar Sriyanto Dari Perspektif Pancasila Dan Kode Etik Profesi Hakim, Jurnal Law Reform,Vol. 13, No. 2, 2017, hlm. 176.] 

Metode penentuan nilai limit harus memberikan keadilan bagi para pihak. Kebijakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penentuan nilai limit lelang yang diatur PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jika dirasakan tidak adil oleh para pihak harus direformasi atau dihapuskan. John Rawls memberikan gagasan mengenai keadilan:[footnoteRef:101] [101:  John Rawls, A Theory Of Justice Original Edition John Rawls, (Massachusetts London, England: The Belknap Press Of Harvard University Press Cambridge, 1921), hlm. 3.] 


“Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected orrevised ifit is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust.”

Diterjemahan bebas oleh penulis: Keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial, seperti kebenaran dalam sistem pikiran. Sebuah teori yang bagus betapapun anggun/ elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli seberapa efisien dan tertata dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. 
Penentuan nilai limit di bawah harga pasar yang dilakukan oleh bank memperlihatkan hak debitur belum terlindungi, belum mencerminkan asas keadilan, karena metode yang digunakan dalam penentuan nilai limit lelang terhadap aset debitur tidak jelas, sehingga menimbulkan pertentangan karena dianggap merugikan debitur, dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, atau bertentangan dengan keadilan karena penjualan obyek lelang yang dinilai tidak wajar di bawah harga pasar. Salah satu perwujudan agar tercapainya keadilan, metode yang digunakan dalam penentuan nilai limit harus jelas mengatur rumus dan cara perhitungan yang berlandasan asas keadilan, adil bagi bank dan adil pula bagi debitur. 
Kedudukan pihak bank sebagai kreditur dan pihak debitur dalam penentuan nilai limit lelang dalam posisi yang sama seperti yang dikemukakan John Rawls bahwa semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan mengenai asas keadilan harus berada dalam kondisi the original position atau posisi asali. The original position menunjukkan persamaan kedudukan (equal) manusia,[footnoteRef:102]  tidak ada pihak yang kedudukannya lebih tinggi dan memiliki kekuasaan sendiri, tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan. Pihak debitur dalam penentuan nilai limit lelang dalam posisi yang lemah, pihak yang kurang beruntung. Debitur dalam kondisi ekonomi tidak dapat melunasi utangnya harus dilindungi, menurut the difference principle dari John Rawls kesenjangan atas perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. [102:  John Rawls, Op.cit., hlm 17.] 

Penjabaran konsep the original position/ posisi asali terdapat 3 (tiga) ciri yaitu the veil of ignorance, asas rasionalitas, kebebasan dan kesederajatan dan strategi maximin.[footnoteRef:103] Konsep the original position masuk ke dalam  konsep the vail of ignorance, di mana seseorang dalam the orginal position tersebut tidak memiliki data mengenai orang tersebut.  The vail of ignorance suatu keadaan yang diasumsikan bahwa setiap pihak tidak mengetahui fakta-fakta mengenai tempatnya dalam masyarakat, kedudukan kelas sosial atau status sosialnya, tidak mengetahui nasib, kemampuan, kecerdasan dan lainnya. Termasuk juga dalam hal ini keadaan politik, ekonomi, tingkat peradaban dan budaya yang akan dituju.  Hal yang diketahui oleh individu tersebut adalah informasi yang sifatnya umum terkait masyarakat sebagai subjek untuk menyiratkan keadaan keadilan. Hal ini menjadi penting karena apabila individu tersebut mengetahui informasi mengenai keberadaan dan situasi tersebut yang mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan baginya maka ia tidak lagi berada dalam the original position  dan ia dapat memikirkan tindakan rasional yang lain termasuk tidak mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Asas keadilan dipilih di balik tabir ketidaktahuan. Ini memastikan bahwa tidak ada orang yang diuntungkan atau dirugikan dalam pemilihan asas dengan hasil dari kesempatan alami atau kemungkinan keadaan sosial.[footnoteRef:104] [103:  Koerniatmanto Soetoprawiro, Ibid., hlm. 239.]  [104:  Damanhuri F., Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPIs, Vol. 9, No.2, 2013 hlm. 43.] 

Asas rasionalitas terbagi menjadi 2 (dua) the rational authonomy (otonomi rasional) dan the reasonable atau full outhonomy (otonomi penuh). Otonomi rasional sepenuhnya tergantung pada prosedur yang telah diterima dan disepakati oleh semua pihak sebagai prosedur yang adil. Jaminan kepentingan individu ada pada prosedur tetapi hasilnya tidaklah sama bagi semua pihak dan harus dipandang adil, tidak boleh iri. Otonomi penuh dalam proses membuat kesepakatan semua pihak saling menghargai sehingga menghasilkan konsep keadilan yang fair tidak memihak dan diterima oleh semua pihak. Asas kebebasan dipahami sebagai kondisi yang tidak membutuhkan otoritas dari luar untuk menentukan keadilan, asas keadilan sudah menjadi cara hidup masyarakat. Asas kesederajatan memperlakukan semua pihak secara sama atau setara dalam posisi asli.[footnoteRef:105] [105:  Koerniatmanto Soetoprawiro, Ibid., hlm 241.] 

Strategi maximin (maximum minimorum) maksimum diantara minimum. Aturan maximin mengharuskan untuk membuat keputusan ketiga untuk mengantisipasi hal buruk yang akan terjadi. Keputusan untuk mempertimbangkan konsep keadilan menjadi keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan atas setiap tindakan yang diusulkan dengan memperhatikan hasil yang paling buruk yang dapat timbul (hasil yang terbaik dari yang terburuk).[footnoteRef:106] [106:  John Rawls, Op.cit., hlm 153.] 



4.2 Upaya Hukum Yang Dilakukan Debitur Terkait Nilai Limit Lelang Di Bawah Harga Pasar
4.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam/ Debitur
Jaminan merupakan langkah yang diambil pihak perbankan untuk mengamankan dana kredit yang diberikan kepada peminjam/ debitur. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk memberi keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang timbul dari suatu perikatan. Manfaat jaminan bagi bank/ kreditur untuk menghindari terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh debitur wanprestasi.[footnoteRef:107] [107: Lutfi Walidani dan Habib Adjie, Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan, HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 8, No. 2, 2018, hlm 120.] 

Jaminan dibagi menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi jaminan kebendaan dan perorangan. Selanjutnya jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan jaminan benda tetap. Jaminan benda bergerak dibagi menjadi gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tetap dibagi menjadi hak tanggungan atas tanah, fidusia dan hak tanggungan bukan atas tanah. Jadi, jaminan merupakan satu sistem yang mencakup hak atas tanah.[footnoteRef:108] [108:  Ibid., hlm. 121.] 

Hak Tanggungan adalah suatu istilah baru dalam hukum jaminan yang diperkenalkan oleh  Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) sebagai bagian dari reformasi dibidang agraria. Pada Pasal 51 UUPA disebutkan bahwa Hak Tanggungan dapat dibebankan kepada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 51 UUPA tersebut maka kemudian lahirlah Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT) yang sekaligus menggantian hypotek dan creditverband sebagai lembaga jaminan.[footnoteRef:109] [109:  Ibid., hlm 121.] 

Hak Tanggungan mempunyai tiga unsur, menurut Sutan Remi Sjahdeni yaitu:[footnoteRef:110]   [110:  Ibid., hlm 121.] 

1. Hak Tanggungan merupakan hak jaminan untuk pelunasan utang; Obyek Tak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA; 
2. Hak Tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah, tetapi  dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan  satu kesatuan dengan tanah itu; 
3. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu; Menimbulkan kedudukan didahulukan atau diutamakan kepada  kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Ciri-ciri Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah yang kuat mengandung sebagai berikut:[footnoteRef:111]  [111:  Ibid., hlm 122.] 

1. Apabila debitur cidera janji (wanprestasi) memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (droit de preference), kreditur sebagai pemegang hak tanggungan berhak menjual tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut melalui pelelangan umum dengan hak mendahului dari kreditur yang lain. 
2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu berada (droit de suite). Meskipun obyek hak tanggungan telah berpindah tangan dan mejadi milik pihak lain, namun kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya untuk melakukan eksekusi apabila debitur cidera janji (wanprestasi). 
3. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Apabila debitur cidera janji (wanprestasi), maka kreditur tidak perlu menempuh acara gugatan perdata biasa yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kreditur pemegang hak tanggungan dapat menggunakan haknya untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum. Selain melalui pelelangan umum berdasarkan      Pasal 6, eksekusi obyek hak tanggungan juga dapat dilakukan dengan cara “parate executie” sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 158 RBg bahkan dalam hal tertentu penjualan dapat dilakukan dibawah tangan.
Pemegang hak tanggungan dapat melakukan penjualan lelang melalui KPKNL, jika debitur cidera janji (wanprestasi). Cara tersebut adalah yang paling mudah dan ekonomis karena biaya lelang dilakukan karena  bank/ kreditur tidak perlu mengajukan ke Pengadilan mengenai permohonan eksekusi. Kelebihan dari penjualan melalui lelang tanpa melalui proses penetapan Pengadilan adalah biayanya yang murah dalam pelaksanaan lelang.
Perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur telah terlihat sejak awal pembuatan perjanjian kredit dengan jaminan bahwa wajib dilakukan penilaian atas obyek jaminan Hak Tanggungan. Penjelasan Pasal 46 ayat (1) Huruf b Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum disebutkan bahwa:[footnoteRef:112] [112:  PBI No. 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum] 


“Yang dimaksud dengan Penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang.”


 Pada Pasal 35 ayat (4) dan (5) PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum disebutkan bahwa:[footnoteRef:113] [113:  PBI No. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum] 


“(4) Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau lebih. (5) Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, untuk nilai AYDA kurang dari Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).”

Ketentuan pada Pasal 35 ayat (4) Memberikan perlindungan kepada debitur terhadap objek hak tanggungan yang dijadikan agunan untuk dilakukan penilaian oleh penilai independen dengan nilai di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan ayat (5) Memberikan perlindungan kepada debitur terhadap objek hak tanggungan yang dijadikan agunan dengan nilai di bawah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk dinilai oleh penilai independen.  
Perlindungan hukum kepada debitur selanjutnya terdapat pada Pasal 54 PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pihak Bank/ kreditur wajib melakukan pengumuman lelang sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu pengumuman lelang pertama berselang 15 (lima belas) hari dan tidak jatuh pada hari libur/ besar. Pengumuman lelang kedua harus dilakukan 14 (empat belas hari) sebelum pelaksanaan lelang. Pengumuman lelang merupakan bentuk perlindungan hukum kepada debitur karena pengumuman dapat digunakan sebagai cara yang efektif untuk memberitahukan masyarakat bahwa akan dilaksanakan lelang sehingga diharapkan banyak masyarakat yang menjadi peserta lelang.[footnoteRef:114] [114:  M. Stephannie H., Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Jaminan  Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. I, No. 1, 2018, hlm. 101.] 

Pengumuman lelang merupakan cerminan dari asas kerterbukaan (transparancy) yang terdapat dalam lelang, selain agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Pengumuman lelang berperan sebagai sumber informasi yang benar, jujur, tidak diskriminatif tentang pelaksanaan lelang bagi masyarakat.[footnoteRef:115] Lelang yang diikuti banyak peserta lelang secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi debitur. Tujuan dari asas keterbukaan adalah agar asas persaingan dapat berjalan sehingga terjadi persaingan yang adil dan adanya kontrol dari masyarakat sehingga jika terdapat keberatan, masyarakat dapat mengajukan protes. Pembentukan harga dalam lelang dapat terjadi dengan banyaknya peserta lelang sehingga akan tercapai harga penawaran yang wajar terhadap obyek lelang.[footnoteRef:116]  [115:  Rachmadi Usman, Hukum Lelang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 25.]  [116:  Adwin Tista, Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia, Al’Adl, Vol. V, No. 10, 2013, hlm. 49.] 

Perlindungan hukum bagi debitur dalam lelang eksekusi berikutnya terdapat pada Pasal 45 huruf c PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam hal penetapan nilai limit lelang kewenangan kreditur untuk menentukan nilai limit dibatasi apabila bank kreditur akan ikut sebagai peserta lelang eksekusi Pasal 6 UUHT  maka yang melakukan penilaian terhadap nilai limit lelang adalah penilai independen.[footnoteRef:117] [117:  M.Stephannie H. Ibid., hlm. 102.] 

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap debitur atas pelaksanaan lelang bertujuan untuk memberikan jaminan keadilan. PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang masih menimbulkan banyak persoalan  hukum. Ketidakadilan menjadi sumber alasan ketidakpuasan sekelompok masyarakat (khususnya debitur). Keberpihakkan aturan kepada kreditur sehingga debitur cenderung dibiarkan pada posisi lemah.  Akses keadilan (access to justice) merupakan hak asasi setiap warga negara, negara harus ikut andil dan proaktif untuk mewujudkannya. Konsep access to justice terhadap keadilan tidak sebatas akses kepada advokat maupun akses ke pengadilan tujuan yang ingin dicapai masyarakat dalam access to justice adalah menghasilkan ketentuan atau putusan yang adil bagi seluruh kalangan masyarakat.[footnoteRef:118] [118:  Mustika P., Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin, ARENA HUKUM, Vol. 9, No. 2, 2016, hlm. 195.] 

Konsep access to justice disini, keadilan memiliki arti suatu keadaan dan proses dimana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar bagi warganegara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai persamaan manusia di hadapan hukum yaitu bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum menjamin persamaan di hadapan hukum, mengakui serta melindungi hak asasi manusia. Oleh sebab itu, seluruh warga Indonesia memiliki hak untuk dapat diperlakukan sama di depan hukum (justice for all) dan jaminan Persamaan bagi warga negara untuk mendapatkan akses kepada keadilan (acces to justice).[footnoteRef:119] [119:  Julaiddin, Akses (Justice) Mendapatkan Keadilan Dalam Konstitusi Indonesia, Vol. 2, Issue 2, 2019, hlm. 138.] 

Access to justice memiliki dasar harus dapat diakses oleh semua kalangan dan harus menghasilkan suatu ketentuan yang adil bagi semua kalangan . Konsep access to justice mengutamakan gagasan pokok demi tercapainya suatu keadilan (social justice) bagi warga negara dari semua kalangan tanpa terkecuali. Pengecualian ini dimaksudkan bahwa access to justice tidak memandang perbedaan latar belakang, baik ras, agama, keturunan, pendidikan warga negara Indonesia dalam hal warga negara Indonesia mencari letak keadilan melalui lembaga peradilan.Seluruh warga negara Indonesia memiliki kesempatan dan/atau kemampuan yang sama di dalam mendapatkan access to justice. Meskipun pada akhirnya arti dari kata adil terkadang sulit diaplikasikan pada kehidupan nyata.[footnoteRef:120] [120:  Mustika P., Ibid., hlm. 199.] 

Konsep access to justice juga berfokus pada tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum, yaitu dimana:[footnoteRef:121] [121:  Mustika P., Ibid., hlm. 199.] 

a. sistem hukum haruslah dapat diakses oleh seluruh kalangan warga negara Indonesia tanpa terkecuali; 
b. sistem hukum haruslah dapat menghasilkan suatu ketentuan maupun keputusan yang dapat dirasakan adil bagi seluruh kalangan warga negara Indonesia (baik secara individual maupun kelompok) . 
Theory of Justice John Rawls manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh persamaan di hadapan hukum. Tidak terdapat perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Keadilan terdapat dua asas yang disampaikan John Rawls: “Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all.”[footnoteRef:122]Terjemahan bebas penulis: setiap orang berhak mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama untuk setiap orang). Asas ini dikenal dengan asas kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), serta kebebasan beragama (freedom of religion).[footnoteRef:123]  [122:  John Rawls, Op.cit., hlm. 302.]  [123:  John Rawls, Op.cit., hlm. 73.] 

Asas kedua adalah:
“Social and economic inequalities are to be arranged so  that they are both: (a) to the greatest benefit to the least-advantaged, consistent with the just savings principle and, (b) attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.”[footnoteRef:124]  [124:  John Rawls, Op.cit., hlm. 73.] 

Terjemahan bebas penulis, kesenjangan sosial dan ekonomi harus diatur, sehingga keduanya: (a) memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil. Asas yang kedua bagian (a) disebut dengan asas perbedaan (difference principle) dan pada bagian (b) dinamakan dengan asas persamaan kesempatan (equal opportunity principle).
John Rawls menekankan pentingnya akses kepada keadilan (access to justice) oleh setiap orang tanpa pembatasan dengan cara apapun. Akses keadilan adalah keadaan yang menerangkan kemampuan seseorang, terutama orang miskin dan kelompok tidak beruntung (disadvantaged group), untuk mencari keadilan, dan mendapatkan kompensasi, atau ganti rugi, rehabilitasi dalam kasus-kasus tertentu, melalui sistem peradilan formal dan informal, sesuai dengan asas dan standar hak asasi manusia internasional.[footnoteRef:125] [125:  Saifuddin, Akses Kepada Keadilan Anak, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Saifuddin, No. 54, 2011, hlm. 64.] 

4.2.2 Upaya Pembatalan Lelang Terkait Penentuan Nilai Limit Lelang di Bawah Harga Pasar
Proses lelang terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap pra lelang (persiapan), pelaksanaan lelang, dan pasca lelang. Pembatalan lelang dapat dilakukan pada tahapan pra lelang yaitu pada saat belum dilaksanakan lelang dan pada tahap pelaksanaan lelang.
4.2.2.1  Pembatalan Lelang pada Tahapan Pra lelang
Gambar 4.2 Pengajuan pembatalan lelang pada tahapan pra lelang
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Penjelasan:
Pembatalan lelang pada Tahapan Pra Lelang
Pembatalan lelang dapat dilakukan pada tahapan pra lelang yaitu pada saat belum dilaksanakan lelang dan pada tahap pelaksanaan lelang.[footnoteRef:126] Pembatalan lelang hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PMK No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.[footnoteRef:127] [126:  Benhard Tanuatmaja, Pelanggaran Penentuan Nilai Limit Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Jurnal Hukum Inrichting Recht, Vol. 13, No. 4, 2019, hlm. 32.]  [127:  Bunyi Pasalnya yaitu: “Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan.”] 

[bookmark: _ftnref4][bookmark: _ftnref5]Pembatalan lelang hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual, penetapan/ putusan lembaga peradilan, atau oleh pejabat lelang. Pembatalan lelang atas permintaan penjual termasuk di dalamnya, apabila penjual tidak melakukan pengumuman lelang dan tidak hadir dalam pelaksanaan lelang dimana lelang dengan kehadiran peserta lelang.[footnoteRef:128] Pembatalan lelang atas permintaan Penjual harus disampaikan dalam bentuk tertulis dengan disertai alasan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat sebelum lelang dimulai.[footnoteRef:129] Pembatalan lelang atas permintaan penjual (pembatalan yang dilakukan secara tertulis maupun pembatalan lelang dimana penjual tidak hadir dalam pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang), atas pembatalan tersebut penjual dikenakan Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.[footnoteRef:130] [128:  Pasal 29ayat (4) PMK No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.]  [129:  Pasal 29 ayat (2) PMK No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.]  [130:  Pasal 29ayat (5) PMK No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
] 

Begitu juga dengan pembatalan lelang dengan penetapan atau putusan dari pengadilan harus disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat sebelum lelang dimulai. Pengumuman pembatalan lelang wajib diumumkan oleh Penjual dan/atau Pejabat Lelang kepada Peserta Lelang pada saat pelaksanaan lelang.[footnoteRef:131] [131:  Pasal 28 PMK No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.] 

Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal antara lain:[footnoteRef:132]  [132:  Pasal 30 PMK No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.] 

a. Belum adanya Surat Keterangan Tanah atau SKT/SKPT untuk pelaksanan lelang
b. Barang yang akan dilelang dalam status sita pidana atau diblokir pidana oleh penyidik atau penuntut umum
c. Terdapat gugatan dari pihak yang bukan debitur, suami/ istri tereksekusi, 
d. Untuk lelang non eksekusi barang yang dilelang dalam status sita jaminan
e. Tidak terpenuhi subjek dan obyek lelang
f. Penjual tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan barang, pengumuman lelang tidak sesuai ketentuan, 
g. Terjadi force majeur, terjadi gangguan teknis
h. Nilai limit pada pengumuman lelang tidak sesuai dengan surat penetapan limit
i. Penjual tidak menguasai fisik barang bergerak yang dilelang.








4.2.2.1.1. Pembatalan Lelang pada Tahapan Pra Lelang dengan Pelunasan Utang
Gambar 4.3. Pembatalan lelang pada tahapan pra lelang dengan pelunasan utang
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Penjelasan:
Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang dapat dilakukan oleh debitur sesuai Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah:
“Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan hak tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang dikeluarkan.”
Artinya pembatalan lelang dapat dilakukan dengan pelunasan utang oleh debitur yang dilakukan sebelum dikeluarkan pengumuman lelang kemudian debitur mengajukan permohonan pembatalan lelang.
	Permohonan pembatalan lelang kemudian diajukan kepada bank sebagai pihak kreditur pemegang hak tanggungan dan tergantung pada kebijakan bank, jika bank sebagai kreditur sepakat dengan debitur maka bank dapat mengajukan pembatalan lelang untuk membatalkan pelaksanaan lelang tersebut.[footnoteRef:133] Pembatalan lelang atas permintaan penjual sebelum pelaksanaan lelang diatur dalam Pasal 29 PMK No.27/PMK.06/2016.[footnoteRef:134] [133:  Nita Setyani Putri, Tesis, Keabsahan Lelang Obyek Jaminan Debitor Bank Umum Secara Langsung Tanpa Melalui Restrukturisasi Kredit, (Tesis), Surabaya: Fakultas HukumUnair, 2018,  hlm. 58.]  [134:  Lihat Pasal 29 PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang] 



4.2.2.1.2. Pembatalan Lelang pada Tahapan Pra Lelang terkait Penentuan Nilai Limit di bawah Harga Pasar
Debitur yang mengajukan gugatan pembatalan lelang atas penentuan nilai limit di bawah harga pasar sebelum pelaksanaan lelang tidak dapat menghentikan pelaksanaan lelang. Pembatalan lelang hanya dapat dilakukan apabila terdapat gugatan dari  pihak ketiga, dalam Pasal 14 PMK No.27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur bahwa:[footnoteRef:135]  [135:  PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.] 


1. Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/ tereksekusi, suami atau istri debitor/ tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan.
2. Terhadap objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan lelangnya dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi.
3.  Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengadilan Negeri, kecuali jika pemegang hak tanggungan merupakan lembaga yang menggunakan sistem syariah maka permohonan dilakukan oleh Pengadilan Agama.”

Mengutip hasil penelitian Lutfi Walidani dan Habib Adjie (2018) tentang gugatan dari debitur tidak dapat menghentikan pelaksanaan lelang dimana isi dari penelitian tersebut menjelaskan ketentuan Pasal 14 PMK No.27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang:

“Gugatan dari debitor/ tereksekusi, suami atau istri debitor/ tereksekusi yang terkait kepemilikan tidak dapat menunda dilaksanakannya lelang eksekusi, sedangkan gugatan dari pihak lain selain debitor/ tereksekusi, suami atau istri debitor/ tereksekusi yang terkait kepemilikan tidak dapat menunda lelang eksekusi hanya membuat lelang eksekusi tidak dapat dilaksanakan namun dalam penyelesaian pada saat debitur melakukan wanprestasi pelaksanaan lelangnya dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial yang terlebih dahulu dimohonkan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri. Debitur hanya dapat mengajukan gugatan penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan apabila didasarkan pada adanya cacat hukum pada perjanjian kredit atau hutang piutang atau perjanjian pengikatan hak tanggungan.”[footnoteRef:136] [136:  Lutfi Walidani., Op.cit., hlm. 125.] 


Ketentuan Pasal 14 PMK No.27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,[footnoteRef:137] merupakan bentuk perlindungan hukum kepada pihak ketiga atau pihak lain  yang merasa dirugikan atas penjualan obyek jaminan melalui lelang dengan melakukan upaya mengajukan gugatan/ perlawanan. [137:  Lihat Pasal 14 PMK No. 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ] 


4.2.2.2 Pembatalan Lelang pada Tahapan Pelaksanaan Lelang

             Gambar 4.4. Pembatalan lelang pada tahapan pelaksanaan lelang
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Pembatalan lelang pada tahap pelaksanaan lelang hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang jika terjadi suatu keadaan memaksa (force majeur) atau terjadi gangguan teknis yang tidak bisa atasi pada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.[footnoteRef:138] “Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.”[footnoteRef:139] Berdasarkan Pasal 4 PMK No. 27/PMK.06/2016 artinya pelaksanaan lelang dapat dibatalkan, tetapi lelangnya tetap berjalan terus, dengan demikian pasal ini tidak menutup kemungkinan untuk adanya gugatan pembatalan lelang dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer.[footnoteRef:140] [138:  Pasal 31 PMK No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.]  [139:  Pasal 4 PMK No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.]  [140:  Benhard, Ibid., hlm 32.] 

4.2.2.3 

4.2.3 Upaya Hukum Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penentuan Nilai limit di bawah Harga Pasar
	Debitur yang merasa dirugikan atas penentuan nilai limit lelang dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan. Setiap warga negara yang merasa hak-haknya dilanggar, berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri atas perbuatan melawan hukum, karena kreditur/ pihak bank sebagai penjual dalam lelang, baik karena kesalahan atau kelalaiannya, membuat objek jaminan terjual di bawah harga pasar. Perbuatan melawan hukum tidak terlepas dari klausa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” 
	Perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur tersebut telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka unsur yang harus terpenuhi adalah :[footnoteRef:141] [141:  Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10.] 

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. 
2. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. b. Yang melanggar hak orang lain yang dijjamin oleh hukum, atau c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atau e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperlihatkan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed).
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain. 
4. Adanya kerugian bagi korban. Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat, agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang. 
5. Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (causation in fact) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian daoat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “but for” atau “sine qua non”. Von Buri adalah salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini. 
	Kepastian hukum serta hukum yang lebih adil mudah untuk dicapai, maka tercipta suatu konsep yang dikenal dengan konsep “sebab kira-kira” (proximate cause). Proximate cause merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum.
Potensi gugatan pada pelaksanaan lelang eksekusi sangat tinggi. Total gugatan yang masuk ke DJKN/ KPKNL (berdasarkan Buletin Media Kekayaan Negara Edisi No.14 Tahun IV/2013) adalah 2.458 di seluruh Indonesia dan 1.500 lebih  adalah gugatan dari lelang eksekusi Pasal 6 Hak Tanggungan dengan pokok perkara/ gugatan mengenai harga lelang yang terlalu rendah. Gugatan/Bantahan itu tersendiri diajukan sebelum pelaksanaan lelang dan pascalelang.[footnoteRef:142] [142:  Tim Dit Lelang dan Tim Humas DJKN, Continuous, Improvement, Pelayanan Lelang, Media Kekayaan Negara Edisi No.14 Tahun IV/2013, hlm. 12.] 

Terdapat beberapa karakteristik gugatan perbuatan melawan hukum dalam lelang, berdasarkan penelitian yang dilakukan Purnama Sianturi antara lain terkait:[footnoteRef:143] [143:  Purnama T. Sianturi., Op.cit., hlm. 34.] 

1. Gugatan atas dasar kesalahan/ kelalaian debitor sehubungan dengan kepemilikan debitor atas barang jaminan meliputi perbuatan mengenai harta bersama, harta warisan, jaminan milik pihak ketiga;
2. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian debitor dengan persyaratan dalam hubungan perjanjian kredit meliputi perbuatan mengenai pengikatan/perjanjian yang cacat/ tidak sah, hak tanggungan;
3. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian institusi/lembaga eksekusi, selaku kuasa undang-undang dari kreditor (Pengadilan Negeri, PUPN) meliputi perbuatan mengenai paksa/ penyitaan/ SP3N/ Pemblokiran;
4. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian sehubungan dengan pelaksanaan lelang dan akibat dari lelang meliputi perbuatan pelelangan, harga tidak wajar, pengosongan.
5. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian lain-lain.
	Masih menurut Purnama Sianturi, pihak penggugat adalah orang/badan hukum yang kepentingannya berupa kepemilikan atas barang objek lelang dirugikan oleh pelaksanaan lelang diantaranya:[footnoteRef:144] [144:  Purnama T. Sianturi, Op.cit.,hlm. 35.] 

1. Debitur atas penetapan harga lelang yang rendah, lelang dilaksanakan karena alasan kredit macet tetapi dilaksanakan sebelum jatuh tempo pembayaran, pelaksanaan lelang yang tidak sesuai, misal pengumuman lelang tidak sesuai ketentuan.  
2. Pihak ketiga sebagai pemilik barang baik yang terlibat langsung dalam penandatanganan perjanjian kredit ataupun murni sebagai penjamin hutang yang menjadi pokok perkaranya adalah pada pokoknya hampir sama dengan debitur yaitu harga lelang yang terlalu rendah/jika yang dilelang barang jaminannya sendiri,;
3. Ahli waris terkait masalah harta waris, dan proses penjaminan yang tidak sah;
4. Salah satu pihak dalam perkawinan, terkait masalah harta bersama, proses penjaminan yang tidak sah;
5. Pembeli lelang yang berhubungan dengan hak pembeli lelang menguasai barang yang telah dibeli/ pengosongan.
6. Pihak tergugat antara lain bank kreditor, PUPN, Kantor Lelang, pembeli lelang, debitor yang barangnya dijaminkan, dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang termuat dalam dokumen persyaratan lelang, antara lain, kantor pertanahan yang menerbitkan sertifikat, notaris yang mengadakan pengikatan jaminan.

	Penetapan nilai atau harga limit haruslah berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai yang bersifat independen. Penilai dapat berupa orang pribadi atau perusahaan terjamin kenetralannya dan professional dalam melaksanakan tugas penilaian, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya konflik kepentinga terhadap objek yang dinilainya dan penaksiran oleh penaksir yang berasal dari internal pemohon lelang ataupun pemilik barang (Rianto, 2017). Tetapi tidak jarang penetapan nilai atau harga limit terhadap objek jaminan yang akan dieksekusi terlalu rendah dan terdapat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh penjual dalam menentukan nilai limit tersebut.[footnoteRef:145] [145:  Ria Desmawati Rianto, Ibid., hlm. 8.] 

	Perbuatan yang termasuk onrechtmatige daad dalam penetapan harga limit yang rendah pada lelang eksekusi dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk menentukan onrechtmatige daad yang menjadi faktor pembatalan lelang atas dasar putusan hakim dengan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebabkan kerugian (schade) dan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Contoh yang dapat digunakan adalah ketika penjual bekerjasama dengan penilai secara melawan hukum dalam menetapkan harga limit yang rendah, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja sehingga karena perbuatannya tersebut menyebabkan adanya pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut. 
	Sebuah onrechtmatige daad dalam pelaksanaan lelang dapat dengan jelas menjadi dasar pertimbangan membatalkan lelang karena tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan lelang yang berlaku dan hanya atas dasar putusan hakim. Pasal 4 PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan, tetapi “tidak dapat dibatalkan” tersebut mengandung syarat “lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, sehingga pembatalan lelang yang sudah dilaksanakan tetap dapat dilakukan jika proses pelaksanaan lelang tersebut tidak sesuai peraturan yang berlaku atau melawan hukum.
4.2.4 Nilai Limit Lelang di Bawah Harga Pasar dalam Putusan Pengadilan
4.2.4.1 Perbandingan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 4/Pdt.G/2015/PN.Sit dan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 198/Pdt.G/2016/PN.Skt 
Penulis sebelum menjelaskan perbandingan kasus putusan pengadilan Negeri Situbondo No. 4/Pdt.G/2015/PN.Sit dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 198/Pdt.G/2016/PN.Skt, terlebih dahulu akan menjabarkan isi dari kasus tersebut yang terdiri dari posisi kasus, pertimbangan hakim dan putusan pengadilan.
1. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 4/Pdt.G/2015/PN.Sit
Kasus pelaksanaan lelang hak tanggungan dimana nilai limit objek sengketa di bawah harga pasar adalah kasus antara Agus Subiantoro (Penggugat I) dan Umi Kabibah (Penggugat II) melawan PT. Bank Danamon, Tbk. (Tergugat), Pemerintah R.I. cq. Menteri Keuangan R.I., cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur di Surabaya, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember (Tergugat I), Rusnadi Wijaya (Tergugat II), Pemerintah R.I. cq. Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Situbondo (Tergugat III). 
Kasus Posisi
	Berdasarkan putusan tersebut pada tanggal 17 Maret 2010 Penggugat I telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit No.0000024/PK/02325/081 dengan Tergugat. Penggugat memberikan jaminan sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 996 dan mendapatkan kredit dari Tergugat sebesar             Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan tersisa Rp 42.384.440,- (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah). Nominal angka Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari nilai objek jaminan sehingga secara hukum pihak Tergugat memperhitungkan nilai objek jaminan pada saat itu adalah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
	Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat tertanggal 01 April 2014 tentang pemberitahuan pendaftaran lelang eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa dengan nilai limit Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), nilai limit tersebut jauh dari harga pasaran yang seharusnya adalah                        Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada lelang pertama tanggal 11 April 2014 tidak terdapat penawaran. Pelelangan kedua dilakukan tanggal 19 Mei 2014 dan Tergugat II menjadi pemenang lelang dengan harga limit yang sangat rendah yaitu Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) berdasarkan Risalah Lelang No. 0644/2014 tanggal 19 Mei 2014.
Pertimbangan Hakim
	Pertimbangan hakim dengan melihat fakta-fakta yang terbukti dan ditemukan dalam persidangan yaitu:
1. Terkait perbuatan melawan hukum Tergugat dengan menetapkan nilai limit lelang secara sewenang-wenang, Majelis Hakim dalam pertimbangannya:
· Tergugat haruslah memiliki tenaga ahli yang memiliki dasar pengetahuan dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan agar kedua belah pihak yakni Para Penggugat dan Terugat memiliki informasi yang cukup sebelum mengikatkan diri dalam perjanjian kredit. Pihak Tergugat tidak dirugikan apabila jumlah hutang yang kemungkinan tidak bisa dibayar oleh Para Penggugat jumlahnya lebih besar daripada perkiraan nilai jual objek hak tanggungan. Demikian pula dari sisi Para Penggugat, agar jangan sampai dirugikan apabila perkiraan nilai jual tanah yang dijadikan jaminan pelunasan hutang dinilai terlalu rendah dibandingkan harga pasaran. 
· Penurunan nilai limit yang awalnya Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) mejadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupih) dengan alasan “karena lelang pertama tidak ada peminat dan karena kondisi objek hak tanggungan saat ini” tentu sulit dipahami oleh karena alasan tersebut tidak jelas dan tidak menyentuh dasar-dasar pertimbangan yang diperoleh dari hasil kajian dengan menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan tidak sesuai PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Di persidangan, baik Tergugat maupun Turut Tergugat I tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat telah menunjukkan hasil penilaian dari penilai atau hasil penaksiran dari penaksir atau tim penaksir yang masih berlaku yang merupakan syarat untuk menurunkan nilai limit dalam hal terjadi pelelangan ulang.
2. Terkait risalah lelang, Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa dalam penentuan nilai limit oleh Tergugat tidak sesuai dengan PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Tindakan Turut Tergugat I yang tetap melaksanakan lelang ulang walaupun Tergugat tidak menunjukkan hasil penilaian oleh penilai atau hasil penaksiran oleh penaksir, maka hal tersebut menyebabkan proses lelang menjadi tidak sah dan risalah lelang Nomor 0644/2014 tanggal 19 Mei 2014 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


Putusan Pengadilan
Pengadilan Negeri Situbondo memberikan Putusan No. 04/Pdt.G/2015/PN.Sit  yang dalam pokok perkara memutuskan:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Mengembalikan status objek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan sertipikat Hak Milik No 996 atas nama Umi Kabibah seluas 630 meter persegi yang terletak di Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo kepada keadaan sebelum terjadi tindakan pelelangan dan masih terbebani hak tanggungan yang merupakan jaminan pelunasan utang Penggugat I kepada Tergugat; 
4. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 0644/2014 tanggal 19 Mei 2014 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.192.640,- (empat juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.
2. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 198/Pdt.G/2016/PN.Skt
Kasus pelaksanaan lelang hak tanggungan dimana nilai limit objek sengketa di bawah harga pasar adalah kasus antara Mochamad Yunarno (Penggugat I) dan Dwi Harini (Penggugat II) melawan PT. Bank Danamon, Tbk. Pusat Jakarta cq. PT Bank Danamon Tbk Cabang Surakarta cq. PT Bank Danamon Simpan Pinjam Pasar Kartasura (Tergugat I), Menteri Keuangan R.I., cq. Departemen Keuangan R.I., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah IX DJKN cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta (Tergugat II), Siti Istiqomah (Tergugat III), Pemerintah R.I. cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan nasional Pusat Jakarta cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah cq. Kepala Kantor Pertanahan Surakarta (Tergugat IV).

Kasus Posisi
Para Penggugat merupakan pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dengan Sertipikat Hak Milik No. 5763 yang merupakan objek jaminan atas hak tanggungan yang dijaminkan kepada Tergugat. Penggugat I mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 0000076/PK/2739/0910 tanggal 7 September 2010 sebesar 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2012 pada obyek jaminan milik Penggugat sebesar Rp 185.340.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). 
Pada tanggal 4 September telah dilakukan lelang pertama atas obyek sengketa dengan nilai limit sebesar Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan tidak terdapat penawaran. Penjualan lelang kedua yang dilaksanakan tanggal 21 September 2012 atas obyek sengketa dengan nilai limit     Rp 2.00.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak terdapat penawar. Pada lelang ketiga tanggal 12 Oktober 2012 dilakukan lelang ketiga dengan nilai limit                         Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) atas obyek sengketa dan juga tidak terdapat penawar. Pelelangan keempat dilakukan tanggal 21 November 2012 dan Tergugat II menjadi pemenang lelang dengan harga limit yang sangat rendah di bawah nilai Hak Tanggungan (HT) dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yaitu        Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) berdasarkan Risalah Lelang No. 1130/2012 tanggal 21 November 2012.


Pertimbangan Hakim
	Pertimbangan hakim dengan melihat fakta-fakta yang terbukti dan ditemukan dalam persidangan yaitu:
1. Terkait penentuan harga limit, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa dalam dalam pelaksanaan lelang ditentukan harga limit sebagai ukuran harga penjualan barang yang akan dilelang, dimana penentuan nilai limit tersebut harus realistis dan obyektif, sehingga nilai limit tersebut tidak terlalu rendah dan tidak pula terlampau tinggi berpedoman pada faktor kepatutan, kondisi barang dan faktor ekonomi. Nilai yang tercantum dalam SPPT (bukti P-6) yaitu Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah nilai yang dipakai sebagai dasar acuan kantor pajak untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak dan tidak mutlak dapat dipakai dalam menentukan nilai limit dalam perkara in casu, banyak faktor yang mempengaruhi nilai jual suatu barang antara lain faktor ekonomi, sosial, keamanan, status hukum barang yang akan dijual menggingat obyek sengketa bermasalah hukum dan telah dijaminkan dalam perjanjian hutang. Nilai limit yang ditetapkan dalam perkara ini sudah realistis dan obyektif berdasarkan faktor-faktor yang melingkupi obyek sengketa pada saat dilakukan penjualan lelang.
2. Terkait risalah lelang, Majelis hakim memberi pertimbangan bahwa pelelangan yang dilakukan Tergugat II pada tanggal 21 November 2012 sebagaimana tertera dalam Risalah Lelang No. 1130/2012 telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan pelelangan tersebut sah. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.
Putusan Pengadilan
Pengadilan Negeri Surakarta memberikan Putusan No. 198/Pdt.G/2016/PN.Skt  yang dalam pokok perkara memutuskan:
1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp 1.371.000 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
Tabel 4.1 Perbandingan putusan Pengadilan Negeri Situbondo dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tentang lelang

	NO
	Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Sit
	Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 198/Pdt.G/2016/PN.Skt


	1. 
	Terdiri dari 2 penggugat dan tiga tergugat
	Terdiri dari 2 penggugat dan empat tergugat

	2. 
	Penentuan nilai limit lelang dilakukan secara sewenang-wenang sehingga merugikan Para Penggugat
	Penentuan/penurunan harga limit yang jauh dari nilai Hak tanggungan dan Nilai Obyek pajak sehingga merugikan Para Penggugat

	3. 
	Pihak penjual/ Tergugat tidak dapat menunjukan hasil penaksiran nilai limit yang masih berlaku atas penurunan nilai limit dan tetap melaksanakan lelang ulang. 

	Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan lelang ditentukan harga limit sebagai ukuran harga penjualan barang yang akan dilelang, dimana penentuan nilai limit tersebut harus realistis dan obyektif, sehingga nilai limit tersebut tidak terlalu rendah dan tidak pula terlampau tinggi berpedoman pada faktor kepatutan, kondisi barang dan faktor ekonomi. Nilai yang tercantum dalam SPPT (yaitu Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah nilai yang dipakai sebagai dasar acuan kantor pajak untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak dan tidak mutlak dapat dipakai dalam menentukan nilai limit dalam perkara in casu, banyak faktor yang mempengaruhi nilai jual suatu barang antara lain faktor ekonomi, sosial, keamanan, status hukum barang yang akan dijual menggingat obyek sengketa bermasalah hukum dan telah dijaminkan dalam perjanjian hutang.

	4. 
	Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam menetapkan nilai limit Tergugat haruslah memiliki tenaga ahli yang memiliki dasar pengetahuan dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan agar kedua belah pihak yakni Para Penggugat dan Terugat memiliki informasi yang cukup sebelum mengikatkan diri dalam perjanjian kredit.
Penurunan nilai limit yang awalnya Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) mejadi Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupih) dengan alasan “karena lelang pertama tidak ada peminat dan karena kondisi objek hak tanggungan sulit dipahami karena alasan tersebut tidak jelas dan tidak menyentuh dasar-dasar pertimbangan yang diperoleh dari hasil kajian dengan menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan tidak sesuai PMK No106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Di persidangan, baik Tergugat maupun Turut Tergugat I tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat telah menunjukkan hasil penilaian dari penilai atau hasil penaksiran dari penaksir atau tim penaksir yang masih berlaku yang merupakan syarat untuk menurunkan nilai limit dalam hal terjadi pelelangan ulang.

	Terkait risalah lelang, Majelis hakim memberi pertimbangan bahwa pelelangan yang dilakukan Tergugat II pada tanggal 21 November 2012 sebagaimana tertera dalam Risalah Lelang No. 1130/2012 telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan pelelangan tersebut sah. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.



	5. 
	Putusan Pengadilan Pihak tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum
	Putusan Pengadilan Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;


Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Sit  dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 198/Pdt.G/2016/PN.Skt  


Penjelasan Tabel 4.1 Perbandingan putusan Pengadilan Negeri Situbondo dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tentang Lelang
Penentuan nilai limit lelang yang merugikan para penggugat pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Situbondo dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak menghasilkan putusan yang sama. Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Sit menguntungkan para penggugat dengan menyatakan pihak tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam penentuan nilai limit lelang ulang tergugat tidak dapat menunjukan hasil penaksiran nilai limit yang masih berlaku atas penurunan nilai limit. 
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 198/Pdt.G/2016/PN.Skt  merugikan pihak penggugat dengan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, majelis hakim dengan pertimbangannya bahwa ukuran harga penjualan barang yang akan dilelang, penentuan nilai limit  harus realistis dan obyektif, sehingga nilai limit tersebut tidak terlalu rendah dan tidak pula terlampau tinggi berpedoman pada faktor kepatutan, kondisi barang dan faktor ekonomi. 
Nilai yang tercantum dalam SPPT (yaitu Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) adalah nilai yang dipakai sebagai dasar acuan kantor pajak untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak dan tidak mutlak dapat dipakai dalam menentukan nilai limit dalam perkara in casu.  Banyak faktor yang mempengaruhi nilai jual suatu barang antara lain faktor ekonomi, sosial, keamanan, status hukum barang yang akan dijual menggingat obyek sengketa bermasalah hukum dan telah dijaminkan dalam perjanjian hutang.


Berdasarkan perbandingan putusan Pengadilan Negeri Situbondo dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tentang Lelang, penulis melakukan analisis terhadap kedua Putusan tersebut:
1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 04/Pdt.G/2015/PN.Sit  
Landasan majelis hakim memberikan pertimbangan hukum untuk menegakan keadilan secara proposional dalam proses pelaksanaan lelang bagi setiap pihak yang berkepentingan sesuai teori keadilan yang disampaikan John Rawls Teori Keadilan dimana keadilan terdapat dua asas yaitu pertama: “Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all.”[footnoteRef:146]Terjemahan bebas penulis: setiap orang berhak mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama untuk setiap orang). Asas ini dikenal dengan asas kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), serta kebebasan beragama (freedom of religion).[footnoteRef:147]  [146:  John Rawls, Op.cit., hlm. 302.]  [147:  John Rawls, Op.cit., hlm. 73.] 

Asas kedua adalah:

“ Social and economic inequalities are to be arranged so  that they are both: (a) to the greatest benefit to the least-advantaged, consistent with the just savings principle and, (b) attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.”[footnoteRef:148]  [148:  John Rawls, Op.cit., hlm. 73.] 


Terjemahan bebas penulis, kesenjangan sosial dan ekonomi harus diatur, sehingga keduanya: (a) memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil. Asas yang kedua bagian (a) disebut dengan asas perbedaan (difference principle) dan pada bagian (b) dinamakan dengan asas persamaan kesempatan (equal opportunity principle).
The difference principle memiliki esensi bahwa kesenjangan atas perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Debitur dengan latar belakang ekonomi kurang beruntung maka seharusnya lebih diperlakukan dengan perlindungan khusus. Sementara itu, the principle of fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.[footnoteRef:149] [149:  Lilik Haryadi dan Suteki, Op.cit., hlm 176.] 

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 198/Pdt.G/2016/PN.Skt  
Putusan Majelis Hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan NJOP tidak dapat dijadikan nilai mutlak untuk dipakai sebagai acuan dalam menetapkan nilai limit lelang, karena masih banyak faktor yang memperangaruhi nilai jual suatu barang, antara lain faktor ekonomi, sosial, keamanan dan status hukum barang yang akan dijual, menurut analisis penulis hal tersebut bertentangan dengan keadilan John Rawls,  the vail of ignorance suatu keadaan yang diasumsikan bahwa setiap pihak tidak mengetahui fakta-fakta mengenai tempatnya dalam masyarakat, kedudukan kelas sosial atau status sosialnya, tidak mengetahui nasib, kemampuan, kecerdasan dan lainnya. Termasuk juga dalam hal ini keadaan politik, ekonomi, tingkat peradaban dan budaya yang akan dituju.  Hal yang diketahui oleh individu tersebut adalah informasi yang sifatnya umum terkait masyarakat sebagai subjek untuk menyiratkan keadaan keadilan. Hal ini menjadi penting karena apabila individu tersebut mengetahui informasi mengenai keberadaan dan situasi tersebut yang mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan baginya maka ia tidak lagi berada dalam the original position  dan ia dapat memikirkan tindakan rasional yang lain termasuk tidak mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Asas keadilan dipilih di balik tabir ketidaktahuan. Ini memastikan bahwa tidak ada orang yang diuntungkan atau dirugikan dalam pemilihan asas dengan hasil dari kesempatan alami atau kemungkinan keadaan sosial.[footnoteRef:150] [150:  Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls. Jurnal TAPIs, Vol. 9, No. 2, 2013, hlm. 43.] 





4.3 Politik Hukum PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam Penentuan Nilai Limit Lelang Yang Dilakukan Oleh Bank 
	Politik hukum (legal policy, recht politik) adalah kebijakan yang menetapkan sistem dan perangkat hukum yang  akan  diberlakukan  di  dalam  negara. Politik hukum yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesialah yang dicita-citakan dan harus diimplementasikan dalam produk politik hukum. Pedoman dalam merancang, menyusun serta membentuk produk politik hukum harus menanamkan nilai Pancasila, agar menghasilkan produk politik hukum yang sesuai dengan identitas dan jatidiri bangsa Indonesia.[footnoteRef:151] [151:  Kornelius Benuf, Politik Hukum Legislator dan Ideologi Pancasila, Gema Keadilan, Vol. 5, Edisi 1, 2018, hlm. 90.] 

	PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur penentuan nilai limit lelang oleh Bank diatur pada Pasal 17 ayat (1) huruf e dan Pasal 43 ayat (2) bahwa penjual yang bertanggungjawab dalam menentukan nilai limit lelang. Bank sebagai pemegang obyek jaminan sudah sepantasnya bertanggungjawab dalam penentuan nilai limit lelang yang dalam prosesnya harus berdasarkan asas keadilan bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan lelang terutama pihak kreditur dan debitur.
	Pihak yang mengatur penetapan nilai limit terdapat dalam Pasal 44 PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah penilai dan penaksir. Penilai merupakan pihak independen yang menetapkan nilai limit lelang sedangkan penaksir adalah berasal dari internal bank. Penaksir dalam menentukan nilai limit belum diatur secara tegas cara melakukan penaksiran obyek jaminan yang akan dilelang. Tidak terdapat rumus atau metode dalam melakukan penilaian sehingga dikhawatirkan dalam memberikan penaksiran tidak sesuai dengan keadilan. Politik hukum yang memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam penentuan nilai limit lelang diperlukan agar tidak ada pihak yang dirugikan
	
	Besaran penentuan nilai limit oleh penaksir di bawah                             Rp l.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak secara jelas disebut dalam Pasal 45 PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, isi dari pasal tersebut hanya menjelaskan besaran penentuan nilai limit oleh penilai dalam lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp l.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Kejelasan dalam PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, terutama tentang besaran penentuan nilai limit oleh penaksir diperlukan agar dalam mengimplementasikan peraturan tersebut tidak terdapat keraguan
4.3.1 Perbandingan Pengaturan Nilai Limit Lelang
4.3.1.1 Perbandingan ketentuan PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
	Di Indonesia, lelang telah cukup dikenal dengan adanya Vendu Reglement, Stbl.1908 No.189 dan Vendu Instructie Stbl. 1908 No.190. Peraturan-peraturan dasar lelang tersebut masih berlaku hingga saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, Vendu Reglement dianggap tidak cukup untuk mengakomodasi berbagai perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan lelang di Indonesia. Sampai dengan saat ini Undang-Undang Lelang belum disahkan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan beberapa kali mengeluarkan peraturan tentang lelang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian berkembang yang pertama di tahun 1999 dan telah mengalami beberapa pergantian dan perubahan, terakhir melalui PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Adapun awal mula dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan lelang tersebut didasarkan pada pertimbangan suatu kebutuhan untuk menyempurnakan ketentuan lelang lebih sederhana dan sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga lebih mudah dipahami.[footnoteRef:152]  [152:  Daniel Alusinsing, Aloysius Yanis Dhaniarto dan Widodo Suryandono, Inkronisasi Aturan Kutipan Risalah Lelang Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 Tentang Risalah Lelang Dengan Vendu Reglement Dan PMK Nomor 27/PMK.06/2016, Indonesia Notary, 2020, hlm. 487.] 

Berikut peraturan tentang lelang yang telah dikeluarkan melalui Keputusan/ PMK:[footnoteRef:153] [153:  Adwin Tista, Op.cit., hlm. 95.] 

1. Keputusan Menteri Keuangan No.557/KMK.01/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 
2. Keputusan Menteri Keuangan No.337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,
3. Keputusan Menteri Keuangan No.507/KMK.01/2000 tentang Perubahan Atas KepMenkeu No. 337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
4. Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang., 
5. Keputusan Menteri Keuangan No.450/KMK.01/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang,
7. Peraturan Menteri Keuangan No.150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 61 /PMK.06/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,
9. Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,
11. Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
	PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pengaturan nilai limit diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40, isi dari pasal tersebut belum rinci/ detail mengatur menngenai penentuan nilai limit lelang. PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diubah dengan PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
	Perubahan PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dilakukan seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat, dibutuhkan penyesuaian ketentuan dibidang lelang, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan lelang dan mewujudkan pelaksanaan lelang yang efesien, transparan, akuntable, adil dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.Terdapat beberapa poin perubahan antara lain:[footnoteRef:154] [154:  Tim Dit Lelang dan Tim Humas DJKN, Media Kekayaan Negara, hlm. 12.] 

1. Peserta lelang dapat melakukan penawaran lelang melaui media email atau aplikasi internet. Hal tersebut dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektomagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka definisi dan mekanisme penawaran lelang telah mendapat perluasan khususnya dari sudut media yang digunakan untuk menyelenggarakan lelang. Lelang bukan lagi hanya penjualan barang yang terbuka untuk umum secara langsung, melainkan juga secara tidak langsung melalui media elektronik salah satunya yaitu internet, dan dokumen elektronik tersebut sah menurut hukum terhadap proses pelelangan online sesuai Pasal 54 ayat (3) PMK No. 106/PMK.06/2013 tersebut di atas, bahkan yang telah tercetak sekalipun.[footnoteRef:155] [155:  Begiyama Fahmi Zaki, Kepastian Hukum Dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan Secara Online, Fiat Justisia Journal of Law, Vol. 10, Issue 2, 2016, hlm. 375.] 

2. Garansi bank sebagai jaminan penawaran lelang, dengan diperbolehkannya menggunakan garansi bank, peminat lelang dapat dengan mudah melakukan transaksi lelang khususnya lelang dengan uang jaminan yang besar.
3. Penentuan nilai limit
a. Penilaian oleh Penilai.
Nilai limit yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian Penilai adalah penilai independen yang memiliki kompetensi dibidangnya, professional dan netral dalam menjalankan tugas penilaian dan tidak ada konflik kepentingan terhadap barang yang dinilainya
b. Penaksiran oleh penaksir/tim penaksir. 
Penaksir adalah berasal dari instansi atau perusahaan penjual yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Penentuan nilai limit pada lelang noneksekusi sukarela atas barang tetap berupa tanah dan/atau bangunan ditentukan oleh penjual, berdasarkan hasil penilaian dari penilai. 
5. Bank kreditor yang ikut menjadi peserta pada lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, penentuan nilai Limit ditentukan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai. 
6. Lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan nilai limit paling sedikit   Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), penentuan nilai limit ditentukan oleh ditetapkan oleh penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai. 
7. Perubahan nilai limit pada pelaksanaan lelang ulang harus menunjukkan hasil penilaian/ hasil penaksiran yang masih berlaku. 
	Perbandingan ketentuan PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur penentuan nilai limit pada lelang eksekusi adalah terletak pada besaran nilai limit untuk dilakukan penilaian atau penaksiran dan perubahan nilai limit harus menunjukkan hasil penilaian/ hasil penaksiran yang masih berlaku pada pelaksanaan lelang ulang. Berikut tabel perbandingan

Tabel 4.2
 Perbandingan penentuan nilai limit lelang eksekusi

	No
	Perbandingan Penentuan Nilai Limit Lelang Eksekusi

	
	PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
	PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang


	1. 
	Hanya menjelaskan penjual dalam menentukan nilai limit berdasarkan penilai atau penaksir. Tidak terdapat besaran nilai penentuan limit yang dilakukan penaksir maupun penilai. 
(Pasal 35).
	Pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, penjual menentukan nilai limit berdasarkan penilai atau penaksir. Penilai melakukan penilaian dengan nilai limit paling sedikit  Rp 300.000.000,-  (tiga ratus juta rupiah). 
(Pasal 36).

	2
	Penjual dapat melakukan perubahan nilai limit pada pelaksanaan lelang ulang dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.     (Pasal 38)
	Penjual dapat melakukan perubahan nilai limit pada pelaksanaan lelang ulang dengan ketentuan menunjukkan hasil penilaian dari penaksir atau penilai yang masih berlaku.
(Pasal 38).


Sumber: PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Penjelasan atas Tabel 4.2 Perbandingan Penentuan Nilai Limit Lelang Eksekusi
	Perbandingan kebijakan atas penentuan nilai limit lelang yang diatur dalam PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengalami kemajuan. Pada poin pertama PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang hanya mengatur mengenai penentuan nilai limit yang dilakukan penjual berdasarkan penilaian dari penaksir dan penilai, tidak terdapat batasan penilaian yang dilakukan penilai dan penaksir. Batasan penentuan nilai limit hanya dilakukan jika bank kreditur menjadi peserta lelang, penilai yang melakukan penilaian nilai limit, sedangkan dalam PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur lebih detail tentang besaran nilai penentuan nilai limit lelang yang dilakukan penaksir dan penilai. Penilai melakukan penilaian dengan nilai limit paling sedikit Rp 300.000.000,-  (tiga ratus juta rupiah).
	Pada poin kedua, perubahan penentuan nilai limit pada pelaksanaan lelang ulang yang diatur dalam PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam hal pelaksanaan lelang ulang, nilai limit dapat diubah oleh penjual dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, keberadaan pasal ini tentunya sangat merugikan debitur sebagai pemilik barang yang akan dilelang karena nilai limit pada lelang ulang dapat dengan mudah diubah oleh penjual, sedangkan dalam PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur perubahan nilai limit pada pelaksanaan lelang ulang dapat dilakukan penjual dengan ketentuan menunjukkan hasil penilaian dari penaksir atau penilai yang masih berlaku
Berdasarkan perbandingan ketentuan PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, penulis melakukan analisis terhadap kedua ketentuan tersebut:
1. Analisis ketentuan PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Pasal 35 PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, hanya menjelaskan penjual dalam menentukan nilai limit berdasarkan penilai atau penaksir. Tidak terdapat besaran nilai penentuan limit yang dilakukan penaksir maupun penilai. Terdapat norma yang kabur dalam PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Ketidakjelasan norma tersebut berdampak pada peminjam/ debitur, ini merupakan celah yang dapat digunakan penjual/ bank dalam melakukan penentuan nilai limit lelang di bawah harga pasar sehingga merugikan penerima pinjaman yang jaminan akan dilelang.
Pelaksanaan lelang dengan menggunakan nilai limit di bawah harga pasar tidak sesuai dengan asas keadilan yang merupakan salah satu asas dalam lelang dimana dalam pelaksanaan lelang harus memenuhi asas keadilan bagi pihak yang yang berkepentingan. John Rawls mengembangkan gagasan mengenai asas keadilan dalam istilah keadilan sebagai “fairness”. Gagasan asas keadilan disepakati dalam situasi ideal yang fair. Salah satu bentuk keadilan sebagai fairness adalah posisi semua pihak sama-sama netral. Keadilan dipilih dalam keadaan tanpa keberpihakan. Hal ini memastikan bahwa tak seorangpun diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan.[footnoteRef:156]  [156:  John Rawls, A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Op.cit., hlm. 14-15.] 

Pasal 38 PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Penjual dapat melakukan perubahan nilai limit pada pelaksanaan lelang ulang dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab perubahan nilai limit lelang ulang ada pada penjual bukan berdasarkan hasil penilaian baik dari penaksir maupun penilai, dikhawatirkan penentuan nilai limit lelang ulang yang dilakukan penjual di bawah harga pasar sehingga merugikan peminjam/ debitur.  Antara penjual/ bank dengan peminjam/ debitur tidak dalam posisi netral. John Rawls dalam istilah keadilan sebagai “fairness”. Gagasan asas keadilan disepakati dalam situasi ideal yang fair. Salah satu bentuk keadilan sebagai fairness adalah posisi semua pihak sama-sama netral. Keadilan dipilih dalam keadaan tanpa keberpihakan. Hal ini memastikan bahwa tak seorangpun diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan.[footnoteRef:157]  [157:  John Rawls, A Theory of Justice. Op.cit., 14-15.] 

2. Analisis ketentuan PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Pasal 36 PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, penjual menentukan nilai limit berdasarkan penilai atau penaksir. Penilai melakukan penilaian dengan nilai limit paling sedikit  Rp 300.000.000,-  (tiga ratus juta rupiah). Jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sudah terdapat penentuan besaran nilai limit yang dilakukan penilai paling sedikit  Rp 300.000.000,-  (tiga ratus juta rupiah). Sudah terdapat situasi yang fair bagi bank dan debitur terhadap besaran penentuan nilai limit yang dilakukan penilai. Keadilan sebagai fairness John Rawls telah terpenuhi. Gagasan asas keadilan disepakati dalam situasi ideal yang fair. Salah satu bentuk keadilan sebagai fairness adalah posisi semua pihak sama-sama netral. Keadilan dipilih dalam keadaan tanpa keberpihakan. Hal ini memastikan bahwa tak seorangpun diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan.[footnoteRef:158]  [158:  John Rawls, A Theory of Justice. Op.cit., hlm. 14-15.] 

Keadilan sebagai fairness John Rawls juga terpenuhi pada Pasal 38 PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, penjual dapat melakukan perubahan nilai limit pada pelaksanaan lelang ulang dengan ketentuan menunjukkan hasil penilaian dari penaksir atau penilai yang masih berlaku. Keadilan tanpa keberpihakan karena tanggung jawab perubahan nilai limit lelang ulang sudah tidak lagi ditangan penjual melainkan berdasarkan hasil penilaian dari penaksir atau penilai yang masih berlaku.


4.3.1.2 Perbandingan ketentuan PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang cukup mampu mengikuti perkembangan masyarakat, seperti kebijakan penggunaan email, aplikasi internet pada penawaran lelang, termasuk garansi bank sebagai jaminan penawaran lelang dan besaran penentuan nilai limit oleh penilai paling sedikit Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang saat ini berlaku menggantikan PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 106/PMK.06/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disusun untuk meningkatkan pelayanan lelang, serta mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum.[footnoteRef:159] Berikut poin perubahan yang terdapat pada PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang:[footnoteRef:160] [159:  Johan Wahyu U, Peraturan Baru Lelang PMK 27/PMK.06/2016,  25 Februari 2016, diakses dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/berita/pmk-27pmk062016-petunjuk-pelaksanaan-lelang baru#:~:text=Sesuai%20yang%20tertera%20dalam%20diktum,adil%2C%20dan%20menjamin%20kepastian%20hukum., pada tanggal 12 Agustus 2020.]  [160:  Ibid.] 

a. Kreditor  yang menggunakan prinsip syariah, jika terdapat permohonan lelang melalui mekanisme fiat eksekusi Pengadilan, maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama;
b. Aanwijzing wajib dilakukan penjual untuk lelang barang bergerak dengan nilai limit di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar);
c. Kelonggaran tempat pelaksanaan lelang diberikan khusus untuk lelang non eksekusi wajib berupa kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama;
d. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP dan Lelang Noneksekusi Wajib berupa barang mudah busuk/rusak/kadaluwarsa,  bisa dilaksanakan diluar hari dan jam kerja;
e. Blokir pidana dari instansi penyidik atau penuntut umum menghentikan rencana pelaksanaan lelang eksekusi;
f. Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dihentikan oleh Pejabat Lelang dalam hal keadaan memaksa/kahar dan gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada lelang tanpa kehadiran peserta;  
g. Memperluas lingkup peserta lelang yang harus menunjukkan NPWP pada saat akan mengikuti lelang;
h. Jaminan penawaran lelang dapat tidak diberlakukan untuk Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama serta Lelang Noneksekusi Sukarela barang bergerak;
i. Besaran jaminan penawaran lelang ditetapkan 20 % s/d 50 % dari Nilai Limit, sebelumnya 20 % s/d 100 % dari Nilai Limit;
j. KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak bertanggung jawab atas penetapan nilai limit ;
k. Batasan Nilai limit yang harus menggunakan Laporan Penilaian:
· untuk Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang berupa tanah dan/atau bangunan adalah paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), aturan sebelumnya tidak memberikan batasan;
· khusus untuk Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Eksekusi Jaminan Fiducia dan Eksekusi Harta Pailit menjadi Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), aturan sebelumnya Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
l. Nilai limit untuk Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Eksekusi Jaminan Fiducia dan Eksekusi Harta Pailit ditetapkan paling rendah sama dengan nilai likuidasi;
m. Jangka waktu berlakunya laporan penilaian atau penaksiran untuk jenis Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Eksekusi Jaminan Fiducia dan Eksekusi Harta Pailit adalah 12 bulan;
n. Laporan hasil penilaian/penaksiran menjadi lampiran dokumen persyaratan lelang untuk jenis lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Eksekusi Jaminan Fiducia dan Eksekusi Harta Pailit;
o. Pengumuman Lelang Noneksekusi Wajib berupa barang lekas busuk/rusak/kadaluwarsa dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) hari tetapi tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
p. Merubah batasan kewajiban mengumumkan di surat kabar harian bagi Lelang Noneksekusi wajib dan sukarela, dari limit Rp 30.000.000,00 menjadi Rp 50.000.000,00;
q. Pengumuman Lelang Noneksekusi Wajib dan Sukarela atas barang bergerak diumumkan melalui media online, jika penawaran melalui internet, dan dimungkinkan tanpa melalui surat kabar;
r. Menghapus sanksi blacklist tidak boleh mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan bagi peserta yang tidak melakukan penawaran;
s. Lelang Eksekusi untuk pembayaran hutang atas 1 (satu) debitor terhadap beberapa objek lelang, Pejabat Lelang berkewajiban untuk tidak melanjutkan penjualan objek lelang berikutnya, apabila objek lelang yang ditawarkan sebelumnya sudah memenuhi kewajiban pembayaran;
t. Penjualan objek lelang yang terdiri dari beberapa bidang tanah atau tanah dan bangunan atau rumah susun dapat ditawarkan dalam 1 (satu) paket untuk efisiensi dan efektifitas, berdasarkan pertimbangan Penjual, dengan ketentuan dilaksanakan di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II yang melaksanakan lelang;
u. Bea Lelang Batal dipungut kapanpun terhadap rencana lelang yang dibatalkan oleh Penjual. Aturan sebelumnya pemungutan dilakukan jika permohonan pembatalan dilakukan kurang dari 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang;
v. Menghapus sanksi wanprestasi tidak boleh mengikuti lelang selama 6 (enam) bulan bagi peserta yang wanprestasi;
w. Penyetoran hasil bersih lelang kepada Penjual/Kas Negara;
x. Minuta RL yang telah ditandatangani dapat dilakukan pembetulan hanya terhadap kesalahan redaksional yang bersifat prinsipiil terkait legalitas subjek dan objek lelang, dan pembetulan dituangkan dalam Berita Acara;
y. Lelang tanpa kehadiran peserta terhapap barang tetap, pembeli harus menandatangani Kaki Minuta Risalah Lelang paling lambat sampai batas akhir pelunasan. Apabila pembeli tidak menandatangani maka pejabat lelang membuat catatan dan menyatakan catatan tersebut sebagai tanda tangan pembeli; 
z. Minuta Risalah Lelang diselesaikan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pelaksanaan lelang ;
aa. KPKNL, Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II memiliki kewajiban membuat laporan transaksi lelang kepada PPATK.


	Berikut tabel perbandingan pengaturan nilai limit PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mencabut PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 106/PMK.06/2013:

Tabel 4.3 Perbandingan penentuan nilai limit lelang eksekusi

	No
	Perbandingan Penentuan Nilai Limit Lelang Eksekusi

	
	PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

	PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

	1. 
	Pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, penjual menentukan nilai limit berdasarkan penilai atau penaksir. Penilai melakukan penilaian dengan nilai limit paling sedikit  Rp 300.000.000  (tiga ratus juta rupiah), sedangkan penaksir melakukan penaksiran dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. 
(Pasal 36).
	Batasan Nilai limit yang harus menggunakan Laporan Penilaian, khusus untuk Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan penaksir melakukan penaksiran dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
(Pasal 45 huruf b).


	2. 
	Tidak terdapat pengaturan mengenai penetapan nilai limit pada lelang eksekusi paling rendah sama dengan nilai likuidasi.
	Nilai limit untuk Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Eksekusi Jaminan Fiducia dan Eksekusi Harta Pailit ditetapkan paling rendah sama dengan nilai likuidasi. 
(Pasal 49).



Sumber: PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Penjelasan Tabel 4.3 Perbandingan Penentuan Nilai Limit Lelang Eksekusi
Perbandingan kebijakan atas penentuan nilai limit lelang yang diatur dalam PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang terdapat kebijakan yang jalan ditempat tetapi ada pula kebijakan  yang mengalami kemajuan.
Pada poin pertama kebijakan yang jalan di tempat adalah tentang objek hak tanggungan oleh bank dengan minimal batas maksimal nilai limit yang ditetapkan penjual berdasarkan penilaian penilai yang berlaku saat ini (PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) yaitu Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), berbeda jauh dengan ketentuan sebelumnya (PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) yang membatasi penilaian penilai hanya sampai      Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Perubahan batas maksimal nilai limit yang ditetapkan penjual berdasarkan penilaian penilai hanya sebatas kenaikan limit yang tidak diikuti penentuan nilai limit yang dilakukan penaksir. Penaksir dalam melakukan penaksiran tidak mengalami perubahan ketentuan, penaksir menggunakan metode yang dipertanggungjawabkan dalam melakukan penaksiran. Metode penentuan nilai limit yang digunakan penaksir untuk melakukan penaksiran tidak diatur secara tegas seharusnya diatur lebih detil tentang metode ataupun rumus yang digunakan penaksir dalam menentukan nilai limit lelang agar menghasilkan nilai limit yang adil bagi semua pihak, baik bagi kreditur maupun debitur. 
	Pada poin kedua kebijakan yang mengalami kemajuan adalah penjual melampirkan laporan penilaian atau penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian atau penaksiran dalam kelengkapan permohonan lelang untuk jenis Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT yang dijelaskan pada Pasal 45 PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana pada ketentuan sebelumnya PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak diatur. 
Berdasarkan perbandingan ketentuan PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, penulis melakukan analisis terhadap kedua ketentuan tersebut:
1. Analisis ketentuan PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 
Pasal 36 PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, penjual menentukan nilai limit berdasarkan penilai atau penaksir. Penilai melakukan penilaian dengan nilai limit paling sedikit  Rp 300.000.000  (tiga ratus juta rupiah). Sudah terdapat situasi yang fair bagi bank dan debitur terhadap besaran penentuan nilai limit yang dilakukan penilai. Keadilan sebagai fairness John Rawls telah terpenuhi. Gagasan asas keadilan disepakati dalam situasi ideal yang fair. Salah satu bentuk keadilan sebagai fairness adalah posisi semua pihak sama-sama netral. Keadilan dipilih dalam keadaan tanpa keberpihakan. Hal ini memastikan bahwa tak seorangpun diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan.[footnoteRef:161]  [161:  John Rawls, A Theory of Justice. Op.cit., hlm. 14-15.] 

Keadilan sebagai fairness John Rawls juga terpenuhi pada Pasal 38 PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, penjual dapat melakukan perubahan nilai limit pada pelaksanaan lelang ulang dengan ketentuan menunjukkan hasil penilaian dari penaksir atau penilai yang masih berlaku. Keadilan tanpa keberpihakan karena tanggung jawab perubahan nilai limit lelang ulang sudah tidak lagi ditangan penjual melainkan berdasarkan hasil penilaian dari penaksir atau penilai yang masih berlaku.
PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, tidak terdapat pengaturan mengenai penetapan nilai limit lelang eksekusi paling rendah sama dengan nilai likuidasi. Nilai likuidasi diperlukan sebagai batas bawah dalam menentukan nilai limit dan merupakan alternatif terakhir.[footnoteRef:162]Tidak terdapatnya pengaturan penetapan nilai limit lelang paling rendah sama dengan nilai likuidasi, penjual/ bank dapat menentukan nilai limit lelang sewenang-wenang di bawah harga pasar. [162:  Esther R., Jika Bank Melelang Barang Jaminan di Bawah Harga Pasar, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59ed9a0818cb5/jika-bank-melelang-barang-jaminan-di-bawah-harga-pasar/, pada tanggal 13 Oktober pukul 05.30 WIB.] 

Penetapan nilai limit dengan sewenang-wenang menggunakan nilai limit di bawah harga pasar karena tidak adanya pengaturan penetapan nilai limit lelang paling rendah sama dengan nilai likuidasi tidak sesuai dengan asas keadilan yang merupakan salah satu asas dalam lelang dimana dalam pelaksanaan lelang harus memenuhi asas keadilan bagi pihak yang yang berkepentingan. John Rawls mengembangkan gagasan mengenai asas keadilan dalam istilah keadilan sebagai “fairness”. Gagasan asas keadilan disepakati dalam situasi ideal yang fair. Salah satu bentuk keadilan sebagai fairness adalah posisi semua pihak sama-sama netral. Keadilan dipilih dalam keadaan tanpa keberpihakan. Hal ini memastikan bahwa tak seorangpun diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan.[footnoteRef:163]  [163:  John Rawls, A Theory of Justice, Op.cit., hlm. 14-15.] 

2. Analisis ketentuan PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjukan Pelaksanaan Lelang
	Pasal 45 huruf b PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Batasan Nilai limit yang harus menggunakan Laporan Penilaian, khusus untuk Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), untuk nilai limit di bawah Rp 1.000.000.000,00 tidak diatur secara tegas. Perubahan besaran batasan nilai limit yang dilakukan hanya sebatas kenaikan limit yang tidak diikuti penentuan nilai limit yang dilakukan penaksir. Dasar penaksir melakukan penaksiran tidak diatur secara jelas sehingga penentuan nilai limit dapat dilakukan dengan sewenang-wenang di bawah harga pasar. Penaksir dalam melakukan penaksiran tidak mengalami perubahan ketentuan, penaksir menggunakan metode yang dipertanggungjawabkan dalam melakukan penaksiran.
Metode penentuan nilai limit harus memberikan keadilan bagi para pihak. Kebijakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penentuan nilai limit lelang yang diatur PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jika dirasakan tidak adil oleh para pihak harus direformasi atau dihapuskan. John Rawls memberikan gagasan mengenai keadilan:[footnoteRef:164] [164:  John Rawls, A Theory Of Justice, Op.cit., hlm. 3.] 


“Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected orrevised ifit is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust.”

Diterjemahan bebas oleh penulis: Keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial, seperti kebenaran dalam sistem pikiran. Sebuah teori yang bagus betapapun anggun/ elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli seberapa efisien dan tertata dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. 
Pasal 49 PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Nilai limit untuk Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Eksekusi Jaminan Fiducia dan Eksekusi Harta Pailit ditetapkan paling rendah sama dengan nilai likuidasi. Sudah terdapat situasi yang fair bagi bank dan debitur terhadap penentuan nilai limit lelang paling rendah sama dengan nilai likuidasi. Keadilan sebagai fairness John Rawls telah terpenuhi. Gagasan asas keadilan disepakati dalam situasi ideal yang fair. Salah satu bentuk keadilan sebagai fairness adalah posisi semua pihak sama-sama netral. Keadilan dipilih dalam keadaan tanpa keberpihakan. Hal ini memastikan bahwa tak seorangpun diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan.[footnoteRef:165]  [165:  John Rawls, A Theory of Justice, Op.cit., hlm. 14-15.] 






4.3.2 Penegakan Keadilan dalam Konsep Politik Hukum PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjukan Pelaksanaan Lelang  Terkait Penentuan Nilai Limit Lelang yang Sesuai Harga Pasar
Ketidakjelasan norma berakibat ketidakadilan bagi debitur. Penentuan nilai limit atas jaminan debitur yang ditetapkan oleh penaksir seringkali di bawah standar, terutama untuk aset dengan nilai di bawah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dasar yang digunakan untuk melakukan penaksiran terhadap aset debitur tidak jelas, sehingga menimbulkan pertentangan karena dianggap merugikan debitur, dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan keadilan karena harga obyek penjualan barang jaminan yang dijual melalui lelang yang dinilai tidak wajar. Politik hukum dalam penentuan nilai limit lelang PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjukan Pelaksanaan Lelang tidak memberi keadilan yang pantas bagi debitur. Untuk menegakkan keadilan bagi semua yang terlibat dalam pelaksanaan lelang, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi:[footnoteRef:166] [166:  Dominikus Rato, Personal Communication, 25 Februari 2020.] 

1. Equal before law
Pada pelaksanaan lelang, posisi peminjam/ debitur dan bank/ kreditur sama di hadapan hukum. Tidak ada pihak yang diuntungkan atau tidak diuntungkan. Pasal 45 ayat (3) PMK No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjukan Pelaksanaan Lelang, bagian tentang penaksir berasal dari penjual melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjangjawabkan, menguntungkan penjual yang merupakan pihak bank/ kreditur. Ketentuan mengenai metode yang digunakan penaksiran harusnya dapat lebih jelas, rumus yang digunakan untuk menghitung nilai limit sebaiknya diijabarkan. Penaksir adalah pihak internal bank, bukan pihak yang ahli sesuai kompetensinya melakukan penentuan nilai limit lelang.
Peminjam/ debitur mendapat nilai limit lelang di bawah harga pasar, karena menjadi pihak yang tidak diuntungkan. Hasil penjualan obyek lelang dengan nilai limit  yang rendah hanya dapat menutupi utang peminjam/ debitur. Peminjam/ debitur kehilangan tanah atau rumah tempat tinggalnya. Oleh karena itu diperlukannnya ketentuan yang adil, semua sama dihadapan hukum. Asas Equality before the law dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam   Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. ”Makna pasal tersebut adalah pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Teori dan konsep equality before the law menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan. asas equality before the law merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (rechstaat) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet).[footnoteRef:167] [167:  Aditya Sakti W., M. Khoidin, dan N. Ghufron, Prinsip Keadilan Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan, LEX HUMANA, Jurnal Hukum dan Humaniora,Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 59.] 

Equality before the law sesuai dengan teori keadilan John Rawls yang dikenal dengan posisi asli (the original position) dan selubung ketidaktahuan (the veil of ignorance) dimana posisi setiap orang sama dan setara, tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara dengan yang lain, seperti kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan dan lainnya. Menghasilkan kesepakatan secara seimbang dengan pihak lain.  Posisi asli yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga menghasilkan justice as fairness.[footnoteRef:168] [168: Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, 28 April 2009, diakses dari https://panmohamadfaiz.com/2009/04/28/profil-tokoh-john-rawls-1921-2002/, pada tanggal 13 Agustus 2020, pukul 06.34 WIB.] 


Para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua asas keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil. Asas pertama tersebut dikenal dengan “asas kebebasan yang sama” (equal liberty principle), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), serta kebebasan beragama (freedom of religion). Sedangkan prin asas sip kedua bagian (a) disebut dengan “asas perbedaan” (difference principle) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “asas persamaan kesempatan” (equal opportunity principle).[footnoteRef:169] [169:  Ibid.] 

“Asas perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari asas ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu asas persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya asas kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan persepktif Rawls. Selain itu, asas pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada asas kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (the least advantage).[footnoteRef:170] [170:  Ibid.] 



2. Imparsial
Ketidakpuasan peminjam/ debitur terhadap penentuan nilai limit yang dilakukan sewenang-wenang di bawah harga pasar oleh bank/ kreditur berhak mengajukan gugatan/ bantahan ke pengadilan. Penyelenggaraan peradilan yang diharapkan peminjam/ debitur adalah yang tidak memihak, tanpa membeda-bedakan sehingga menghasilkan putusan yang adil bagi semua pihak.
Penyelenggaraan pelaksanaan lelang 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa:“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip negara hukum adalah adalah jaminan peyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstrayudisial dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.
Penyelenggaraan peradilan haruslah berdasarkan asas-asas kekuasaan kehakiman yang merdeka salah satunya asas obyektifitas. Asas tersebut menghendaki bahwa pemecahan permasalahan akan baik dan dapat diterima oleh semua pihak jika dilakukan secara imparsial (tidak memihak), obyektif dan adil. Pengadilan mengadili menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang artinya hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkarayang diajukan kepadanya harus obyektif dan tidak memihak pihak tertentu yang berlandaskan asas equality before the law.
Asas imparsialitas adalah tidak memihak di dalam proses pemeriksaan, jujur, adil, tidak membedakan-bedakan, mendudukan para pihak yang berpekara dalam keadaan setara di hadapan hukum. Asas imparsialitas merupakan salah satu asas di dalam kode etik kehakiman yang harus dipatuhi oleh setiap hakim di Indonesi.[footnoteRef:171] [171:  M. Fahmi, Pelanggaran Asas Imparsialitas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang Dalam Perkara 536/Pid.B/2008/PN.KPG, JOM, Vol. II, No. II, 2015, hlm. 8.] 



3. Konsensus
Penentuan nilai limit yang adil bagi peminjam/ debitur dan bank/ kreditur dapat dilakukan dengan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Musyawarah untuk mendapatkankan nilai limit yang adil, mencapai titik temu, dan akhirnya melahirkan kesepakatan bersama sehingga dihasilkan nilai limit yang adil bagi peminjam/ debitur dan adil pula bagi bank/ kreditur.
Asas musyawarah memiliki tujuan untuk mengajak semua pihak yang terlibat dalam persoalan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Akhir dari musyawarah dapat menghasilkan kebulatan pendapat dan kesepakatan bersama (konsensus). Pemecahan persoalan yang berhubungan dengan kepentingan bersama, musyawarah lebih sesuai daripada tindakan lain. Status, agama, ras, jabatan atau jenis kelamin tidak dibedakan dalam musyawarah, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sederajat. Musyawarah membuat kita saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain untuk mencapai kesepakatan. Nilai musyawarah merupakan inti dari sila keempat ini. Soediman Karto Hadiprodjo menyataka tujuan dari sila keempat adalah mencari kemufakatan antara pandangan yang berbeda, mencari kebulatan, dan mencari persatuan.[footnoteRef:172] [172:  T. Ahmad Yani, Musyawarah Sebagai Karakter Bangsa Indonesia, Community,Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 168.] 

Bermusyawarah berarti menjalin hubungan dengan orang lain dan ada amanat di dalamnya, maka kedua hal ini saling berinteraksi dan berkaitan. Komunikasi yang baik menunjang proses berjalannya suatu musyawarah. Ada sumber, pesan, media, serta penerima pesan yang sudah bersiap juga untuk memberikan masukan. Musyawarah sendiri memiliki tujuan agar suatu masalah dapat dipecahkan jalan keluarnya dan sebisa mungkin tidak merugikan orang lain serta mengambil jalan yang adil.[footnoteRef:173] [173:  Ibid.] 

Penentuan nilai limit dengan bermusyawarah antara  peminjam/ debitur dan bank/ kreditur untuk mendapatkan kesepakatan bersama atas nilai limit lelang. Keikutsertaan pemilik barang lelang dalam menentukan nilai limit diharapkan semakin sedikit gugatan mengenai penetapan nilai limit lelang di bawah harga pasar, karena pemilik barang lelang mengerti dan memahami alasan nilai tersebut digunakan sebagai nilai limit lelang.
4.3.3 Kedudukan PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjukan Pelaksanaan Lelang 
Sesuai pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah   jo. pasal 20 ayat 1 huruf (a) eksekusi Hak Tanggungan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan atas otoritas sendiri melalui pelelangan umum. Artinya, bahwa pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT undang-undang (ex lege) memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk melakukan penjualan melalui pelelangan umum atas aset yang dijadikan sebagai jaminan apabila debitor cidera janji dan kewenangan kepada kreditor untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan tanpa memerlukan kesepakatan dari pihak manapun. Jadi sesungguhnya pelaksanaan pasal 6 UUHT (dalam PMK disebut lelang eksekusi pasal 6 UUHT) tidak berkaitan langsung dengan titel eksekutorial yang tercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan (vide pasal 14 UUHT).[footnoteRef:174] [174: Lelang Pasal 6 UUHT Dan Lelang Berdasarkan Title Eksekutorial, diakses dari
 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/12694/LELANG-PASAL-6-UUHT-DAN-LELANG-BERDASARKAN-TITLE-EKSEKUTORIAL.html, pada tanggal 12 Agustus 2020, pukul 14.13WIB.] 

	Ketentuan hukum acara pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dikesampingkan berdasarkan aturan peralihan Pasal 26 UUHT.  Pasal 26 UUHT berbunyi:

 “Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypoteek yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.”
	Pada Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tana tidak menyebutkan Peraturan Menteri Keuangan dalam aturan pelaksanaan lelang sehingga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sesuai Pasal 7, 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan maka dapat di simpulkan bahwa PMK No.27 Tahun 2016 tentang Petunjukan Pelaksanaan Lelang yang mengatur tata cara lelang pasal 6 UUHT merupakan peraturan yang diakui eksistensinya dan mempunyai kewenangan hukum mengikat sejauh diinstruksikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selengkapnya, sebagai berikut :
Pasal 7 ayat (1) :
 Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8 Ayat (1): 
“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Pasal 8 ayat (2): 
“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Kedudukan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjukan Pelaksanaan Lelang diakui keberadaannya dalam Pasal 7, 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan harus memberikan keadilan bagi masyarakat karena suatu peraturan sebagus apapun, apabila tidak adil, harus diperbaiki atau dihapus, John Rawls memberikan gagasan mengenai keadilan:[footnoteRef:175] [175:  John Rawls, A Theory Of Justice Original Edition, Op.cit., hlm. 3.] 


“Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected orrevised ifit is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust.”

Diterjemahan bebas oleh penulis: Keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial, seperti kebenaran dalam sistem pikiran. Sebuah teori yang bagus betapapun anggun/ elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli seberapa efisien dan tertata dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. 



BAB V
PENUTUP

5.1  Kesimpulan
Berdasarkan analisa dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat penulis menarik ditarik kesimpulan sebagai berikut:
	1. 
	a.
	Kewenangan bank dalam menentukan nilai limit lelang di bawah harga      pasar tidak sesuai asas keadilan. Penentuan nilai limit lelang yang dilakukan oleh bank di bawah harga pasar tidak mencerminkan asas keadilan, karena metode yang digunakan dalam penentuan nilai limit lelang terhadap aset debitur tidak jelas, sehingga menimbulkan pertentangan karena dianggap merugikan debitur, dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, atau bertentangan dengan keadilan karena penjualan obyek lelang yang dinilai tidak wajar di bawah harga pasar.

	
	b.
	PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang seharusnya juga memperhatikan kepentingan debitur selaku masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan yang sama di bidang perekonomian. Salah satu perwujudannya dengan pengaturan penetapan nilai limit lelang memperhatikan asas keadilan. Bank selaku penjual yang menentukan nilai limit lelang harus berlandaskan asas keadilan, adil bagi bank dan adil pula bagi debitur. Nilai limit yang ditentukan oleh bank di bawah harga pasar tidak sesuai dengan konsep keadilan menurut John Rawls justice as fairness. Justice as fairness adalah keadilan prosedural murni yang memiliki arti tidak menuntut agar setiap orang yang terlibat dan menempuh prosedur yang sama akan mendapatkan hasil yaang sama. Metode yang tidak jelas dalam penentuan nilai limit lelang menguntungkan pihak bank sebagai kreditur sehingga bank dapat sewenang-wenang menentukan nilai limit di bawah harga pasar sehingga merugikan debitur sebagai pihak yang kurang beruntung. Kondisi tersebut bertentangan dengan Teori Keadilan dari John Rawls.

	2. 
	
	Upaya hukum yang dapat dilakukan debitur jika penentuan nilai limit lelang oleh bank dilakukan di bawah harga pasar dapat melakukan upaya hukum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan yang termasuk onrechtmatige daad dalam penetapan harga limit yang rendah pada lelang eksekusi dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk menentukan onrechtmatige daad yang menjadi faktor pembatalan lelang atas dasar putusan hakim dengan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur PMH yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebabkan kerugian (schade) dan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

	3. 
	
	Politik hukum dalam penentuan nilai limit lelang PMK No.27 Tahun 2016 tentang Petunjukan Pelaksanaan Lelang harus didukung dengan peraturan yang jelas dan tegas. Pasal 44 PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak terdapat rumus atau metode dalam melakukan penilaian sehingga dikhawatirkan dalam memberikan penaksiran tidak sesuai dengan keadilan. Politik hukum yang memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam penentuan nilai limit lelang diperlukan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ketidakjelasan juga terdapat pada Pasal 45 PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang hanya menyebutkan besaran penentuan nilai limit lelang oleh penilai, sedangkan bagi penaksir tidak disebutkan secara jelas, dikhawatirkan terdapat keraguan dalam mengimplementasikan. Untuk menegakkan keadilan bagi semua yang terlibat dalam pelaksanaan lelang, terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi yaitu equal before the law, imparsial, dan konsensus dalam menentukan nilai limit lelang oleh bank dilakukan dengan harga pasar diperlukan aturan yang jelas dalam metode yang digunakan untuk menentukan nilai limit lelang dan melibatkan debitur dalam menentukan harga lelang


5.2  Saran
Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran antara lain:  
1. Kewenangan bank dalam menenentukan nilai limit lelang belum memperhatikan kepentingan debitur selaku masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu terkait penentuan nilai limit lelang yang dilakukan penaksir diperlukannya aturan yang tegas dan jelas mengenai metode dan rumus yang digunakan dalam menentukan nilai limit. 
2. Penentuan nilai limit lelang atas barang jaminan milik debitur dilakukan dengan mengikutsertakan pemilik barang lelang/ debitur karena penetapan nilai limit seharusnya merupakan kesepakatan antara pemohon lelang/ kreditur dan pemilik barang lelang/ debitur kecuali pihak debitur tidak menunjukan itikad baik dan kreditur dapat membuktikannya. Keikutsertaan pemilik barang lelang dalam menentukan nilai limit diharapkan semakin sedikit gugatan mengenai penetapan nilai limit lelang di bawah harga pasar, karena pemilik barang lelang mengerti dan memahami alasan nilai tersebut digunakan sebagai nilai limit lelang.
3. Politik hukum penentuan nilai limit lelang yang sesuai dengan harga pasar dilakukan dengan pembaharuan terhadap peraturan lelang dengan berlandaskan keadilan bagi pihak debitur dan segera disahkan Undang-Undang Lelang. Terkait penentuan nilai limit lelang yang dilakukan penaksir diperlukannya aturan yang tegas dan jelas mengenai metode dan rumus yang digunakan dalam menentukan nilai limit. 
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LAMPIRAN 1
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Berikut daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan saat wawancara:
a. Siapa nama lengkap Bapak/ Ibu?
b. Apakah Jabatan/ posisi Bapak/ Ibu?
c. Berapa lama sudah bertugas?
d. Pada Perjanjian kredit apakah terdapat klausula “jika debitur wansprestasi, barang jaminan akan dilelang”?
e. Bagaimana cara menentukan nilai jaminan dalam hal debitur ingin meminjam uang dengan jaminan tanah dan/ atau bangunan?
f. Apakah terdapat rumus cara penghitungan nilai jaminan?
g. Siapakah yang menentukan nilai jaminan, apakah berasal dari pihak independen atau internal bank?
h. Ketika debitur wansprestasi apakah ada upaya lainnya sebelum barang jaminan debitur dilelang?
i. Apakah sama atau berbeda cara penentuan nilai jaminan dengan penentuan nilai limit jaminan yang akan dilelang?
j. Apakah di dalam perjanjian kredit (standard kontrak) diatur cara penentuan nilai limit jaminan yang akan dilelang (ditulis rumus/ metode cara penghitungan) jika debitur wanprestasi?
k. Bagaimana penentuan nilai limit barang yang akan dilelang?
Penentuan nilai limit dilakukan appraisal ulang oleh independen
l. Apakah terdapat rumus cara penentuan nilai limit lelang?
m. Siapakah yang menetukan nilai limit lelang?













LAMPIRAN 2 
SCRIP WAWANCARA RESPONDEN 1 

	
Data Responden
	
:
	
Bapak Junaidi Abdillah, Pimpinan Cabang BNI Syariah Sulawesi  Makassar


	Peneliti
	:
	Assalamualaikum Bapak Junaidi, terima kasih atas kesediannya untuk wawancara perihal penelitian tesis saya yang berjudul Asas Keadilan Penentuan Nilai Limit Lelang oleh Bank di Bawah Harga Pasar

	Responden
	:
	Walaikum salam

	Peneliti
	:
	Bapak sudah bertugas berapa lama di BNI?

	Responden	
	:
	Saya sudah 17 tahun di BNI

	Peneliti
	:
	Langsung saja ya Pak Junaidi, saya mengajukan pertanyaan, pada perjanjian kredit apakah terdapat klausula “jika debitur wansprestasi, barang jaminan akan dilelang”?

	Responden
	:
	Di akad tertulis barang jaminan akan dilelang tidak ada, tertulisnya  bank bersepakat  manakala terjadinya wanprestasi adalah arbitrase, tidak benar-benar tercatat barang jaminan akan dilelang. Untuk penyelesaian dapat dilakukan dengan cara normal atau tidak normal. Normal tidak pernah nunggak. Lelang salah satu cara untuk menyelesaikan pembiayaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Bagi kami di BNI Syariah adalah upaya terakhir untuk menyelesaikan dispute/ wanprestasi yang terjadi, jadi tidak benar-benar tertulis barang jaminan akan dilelang.

	Peneliti
	:
	Bagaimana cara menentukan nilai jaminan dalam hal debitur ingin meminjam uang dengan jaminan tanah dan/ atau bangunan?

	Responden
	:
	Proses appraisal untuk menentukan nilai tanah dan/ bangunan yang akan dijadikan jaminan. Proses appraisal sendiri di BNI Syariah atas nominal tertentu dengan pertimbangan biaya masih menggunakan appraisal internal seperti KPR, pembiayaan consumer untuk nominal tertentu menggunakan appraisal internal tujuannya untuk efisensi biaya. Sedangkan untuk nominal tertentu tetap harus menggunakan appraisal independen yang dari divisi kami divisi risiko sudah ada standardnya, rekanan yang sudah ada perjanjian kerjasamasa, jadi tidak sembarang appraisal independen dapat bekerjasama, kaitannya dengan track record. Katakanlah nasabah tidak berkenan dengan appraissal internal bank, masih diperbolehkan menunjuk independen yang tentunya sudah rekanan dengan pihak bank

	Peneliti
	:
	Apakah terdapat rumus cara penghitungan nilai jaminan?

	Responden
	:
	Metode penghitungannya sudah standarisasi penghitungannya oleh appraisal baik internal maupun independen. Insya Allah dapat dipertanggungjawabkan, appraisal tidak hanya satu sisi dari pihak bank, yang menentukan nilai appraisal yang utama adalah sesuai dengan nilai pasar, nilai kewajaran di pasar, permeter persegi tanah, permeter bangunan sederhana, permeter persegi bangunan mewah itu pasti berbeda-beda, sudah ada pedoman-pedomannya 

	Peneliti
	:
	Siapakah yang menentukan nilai jaminan, apakah berasal dari pihak independen atau internal bank

	Responden
	:
	Jadi untuk nominal tertentu kita menggunakan appraisal independen

	Peneliti
	:
	Ketika debitur wansprestasi apakah ada upaya lainnya sebelum barang jaminan debitur dilelang?

	Responden
	:
	Upayanya banyak, setiap bulan dilakukan maintenence nasabah dengan say hello, mengingatkan akan kewajiban nasabah, itu bentuk kami untuk preventif mencegah nasabah wanprestasi, dari komunikasi dengan nasabah dapat diketahui kondisi terkini dari nasabah, misal ketika covid sekarang, dia mengalami penurunan penghasilan, maka ada opsi untuk merestrukturisasi pembiayaannya, jika nasabah tidak bersedia restrukturisasi ada upaya lagi kita menyesuaikan dengan akad maupun sesuai dengan peraturan yang berlaku

	Peneliti
	:

	Apakah sama atau berbeda cara penentuan nilai jaminan dengan penentuan nilai limit jaminan yang akan dilelang?

	Responden
	:
	Untuk penentuan nilai lelang agunan tetap sama sesuai dengan penilaian appraisal, metodenya sama. Berjalannya lelang akan dilakukan appraisal ulang berdasarkan nilai terkini/ nilai pasar, karena nilai aset berubah dapat lebih tinggi atau rendah. Contoh  nilai aset lebih tinggi karena ada pembangunan jalan tol, sedangkan nilai aset rendah karena banjir

	Peneliti
	:
	Apakah di dalam perjanjian kredit (standard kontrak) diatur cara penentuan nilai limit jaminan yang akan dilelang (ditulis rumus/ metode cara penghitungan) jika debitur wanprestasi?

	Responden	
	:
	Perjanjian kredit tidak menyebutkan detil cara penentuan nilai limit. Penentuan nilai limit dilakukan sesuai ketentuan KPKNL

	Peneliti
	:
	Bagaimana penentuan nilai limit barang yang akan dilelang?

	Responden
	:
	Penentuan nilai limit dilakukan appraisal ulang oleh independen

			
Peneliti
	:
	Apakah terdapat rumus cara penentuan nilai limit lelang?

	Responden
	:
	Penentuan nilai limit pada lelang pertama dilakukan berdasarkan nilai pasar, apabila lelang pertama tidak ada peminat dilakukan lelang kedua berdasarkan nilai Hak tanggungan/ nilai likuidasi, dan apabila lelang kedua tidak ada peminat maka dilakukan lelang ketiga berdasarkan nilai likuidasi. Nilai likuidasi merupakan upaya terakhir dalam penentuan nilai limit lelang

	Peneliti
	:
	Siapakah yang menetukan nilai limit lelang?

	Responden
	:
	Setelah keluar angka pasar dan angka likuiditas dari appraisal, bank yang menentukan nilai limit lelang. Penentuan nilai limit pada lelang pertama dilakukan berdasarkan nilai pasar, apabila lelang pertama tidak ada peminat dilakukan lelang kedua berdasarkan nilai Hak tanggungan/ nilai likuidasi, dan apabaila lelang kedua tidak ada peminat maka dilakukan lelang ketiga berdasarkan nilai likuidasi. Nilai likuidasi merupakan upaya terakhir dalam penentuan nilai limit lelang



	


LAMPIRAN 3
SCRIP WAWANCARA RESPONDEN 2

	
Data Responden
	
:
	
Ibu Sri Widianti, Account Officer Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Kedoya


	Peneliti
	:
	Assalamualaikum Ibu Widi, terima kasih atas kesediannya untuk wawancara perihal penelitian tesis saya yang berjudul Asas Keadilan Penentuan Nilai Limit Lelang oleh Bank di Bawah Harga Pasar

	Responden
	:
	Walaikum salam

	Peneliti
	:
	Ibu sudah bertugas berapa lama di BSM?

	Responden	
	:
	Saya sudah 5 tahun bekerja di BSM

	Peneliti
	:
	Posisi/ jabatan Ibu Widi?

	Responden
	:
	Saya account officer

	Peneliti
	:
	Saya langsung mengajukan pertanyaan ya Bu Widi, pada perjanjian kredit apakah terdapat klausula “jika debitur wansprestasi, barang jaminan akan dilelang”?

	Responden
	:
	Tidak ditulis secara tegas, tetapi terdapat klausula jika nasabah wansprestasi bank berhak menjual atau mengalihkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

	Peneliti
	:
	Bagaimana cara menentukan nilai jaminan dalam hal debitur ingin meminjam uang dengan jaminan tanah dan/ atau bangunan?

	Responden
	:
	Penentuan nilai jaminan dilakukan oleh bagian appraisal berdasarkan nilai pasar dan likuidasi bank

	Peneliti
	:
	Apakah terdapat rumus cara penghitungan nilai jaminan?

	Responden
	:
	Rumus penghitungan nilai jaminan berdasarkan appraisal

	Peneliti
	:
	Siapakah yang menentukan nilai jaminan, apakah berasal dari pihak independen atau internal bank

	Responden
	:
	Yang menentukan nilai jaminan adalah appraisal. Untuk BSM nilai jaminan di bawah  Rp 1,5 M dilakukan penilaian oleh internal BSM. Tetapi untuk jaminan di atas Rp 1,5 M dinilai oleh appraisal dari luar atau KJPP yang sudah bekerjasama dengan BSM

	Peneliti
	:
	Ketika debitur wansprestasi apakah ada upaya lainnya sebelum barang jaminan debitur dilelang?

	Responden
	:
	Dilakukan musyawarah pastinya dan nasabah untuk sekarang dapat mengajukan Permohonan Penjadwalan Ulang/Restrukturisasi Fasilitas Kredit Mandiri Terdampak COVID-19. Tetapi jika nasabah sudah menyerah tidak mampu membayar biasanya kita suruh untuk menjual secara sukarela dan dikasih duedate ya. Kalau lewat due date akan dilelang

	Peneliti
	:

	Apakah sama atau berbeda cara penentuan nilai jaminan dengan penentuan nilai limit jaminan yang akan dilelang?

	Responden
	:
	Berbeda, nilai jaminan saat nasabah mengajukan pembiayaan dari nilai pasar pada saat itu, kalau nilai lelang minimalnya sesuai Hak Tanggungan atau nilai likuidasi

	Peneliti
	:
	Apakah di dalam perjanjian kredit (standard kontrak) diatur cara penentuan nilai limit jaminan yang akan dilelang (ditulis rumus/ metode cara penghitungan) jika debitur wanprestasi?

	Responden	
	:
	Tidak ada secara detil

	Peneliti
	:
	Bagaimana penentuan nilai limit barang yang akan dilelang?

	Responden
	:
	Dilakukan appraisal kembali oleh appraisal internal bank dan dengan nominal tertentu oleh appraisal independen. Penentuan nilai limit ditentukan oleh bank berdasarkan penilaian appraisal, ditentukan sesuai harga pasar, nilai hak tanggungan, dan nilai likuidasi

			
Peneliti
	:
	Apakah terdapat rumus cara penentuan nilai limit lelang?

	Responden
	:
	Penentuan nilai limit ditentukan oleh bank berdasarkan harga pasar, nilai hak tanggungan, dan nilai likuidasi dari penilaian appraisal.

	Peneliti
	:
	Siapakah yang menetukan nilai limit lelang?

	Responden
	:
	Bank yang menentukan nilai limit lelang.








image1.png




